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EDITORIAL
K ehadiran pejabat baru Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, Prof. Muchlis R. 
Luddin memberi arah lebih rinci 
tentang perjalanan kapal besar “Itjen 
Kemendikbud” setelah terpetakan 
secara rinci tentang potensi institusi,  
seperti  kuantitas dan kualitas sumber 
daya manusia, dukungan sistem, dan 
perangkat penopang lainnya.
Pengambilan keputusan 
untuk “menguatkan” peran Itjen 
Kemendikbud nampaknya sudah 
ditemukan. Sebuah pola yang 
membentuk sebuah sistem hingga 
nantinya segala kebijakan akan 
mengalir melalui sikap responsif, 
adaptif, dan kreatif terhadap segala 
upaya mewujudkan kinerja Inspektorat 
Jenderal yang tidak hanya berkutat 
kepada tugas pengawasan, tetapi juga 
pendampingan.
Dengan pemetaan yang dilandasi 
dengan pola berbentuk sistemik itu, 
tidak terlalu sulit lagi bagi pengambil 
kebijakan untuk memacu pencapaian 
target optimal dengan risiko sekecil 
mungkin sebagai sumbangsih  
pencapaian kualitas Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan.  
Sebagai pejabat baru, Irjen 
Muchlis R. Luddin selain meneruskan 
kebijakan-kebijakan yang sudah 
disepakati bersama dengan pejabat 
sebelumnya, memilih tindakan 
percepatan (akselarasi) capaian target 
terhadap tugas dan tanggung jawab 
dalam membantu perbaikan performa 
Kemendikbud di mata publik.
Percepatan tersebut tidak lain 
adalah bagian dari ranting perwujudan 
reformasi birokrasi Kemendikbud 
yang belakangan ini makin intens 
dilaksanakan di internal Kemendikbud 
di sela-sela upaya mempertahankan 
prestasi Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) yang dalam lima tahun berturut-
turut diberikan Badan Pemeriksa 
Keuangan kepada Kemendikbud.
Jika kondisi saat ini diilustrasikan 
kecepatan gerak baru mencapai 40  
persen maka  perjalanan berikutnya 
sudah harus 80 persen dari kekuatan 
terpasang. Target ini pasti akan 
dicapai jika soliditas  team work terus 
terpelihara bersamaan dengan adanya   
dukungan kekuatan teknologi informasi 
yang optimal.
Salam dari redaksi
Editorial
Akselerasi Pun Jadi Pilihan
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Sumber daya manusia yang terdidik dan berbudaya seharusnya jujur. Mereka lebih mudah untuk diajak dalam berbuat kebaikan, karena berbuat kebaikan itu 
sudah menjadi bagian dari kehidupannya.
“Ini keyakinan saya, dan diharapkan menjadi keyakinan 
semua pihak atau semua ASN di lingkungan Kemendikbud,” 
tegasnya ketika berbicara kepada wartawan Forwas di 
Jakarta.
Menakar kualitas WBK tidak hanya dari ramainya 
atribut dan simbol. Tetapi hendaknya atribut dan simbol 
itu benar-benar hadir dalam kehidupan keseharian, baik 
secara personal, pribadi maupun dalam praktik layanan 
pendidikan dan kebudayaan. Dalam penanganan KKN, 
sesungguhnya fokus pembenahan tidak hanya di aspek 
penindakan. Aspek penindakan harus disertai dengan 
kuatnya membenahi masalah nepotisme dan kolusi. Ada 
kesan dua aspek ini jarang di utak-atik. Padahal dari berbagai 
studi ilmiah menyingkap bahwa sumber korupsi “bermula” 
dari terjadinya praktik nepotisme dan kolusi itu.
Muchlis mengulang kembali sikapnya tentang 
posisi Inspektorat Jenderal yang dipimpinnya. Inspektorat 
Jenderal adalah institusi yang menjadi bagian integral 
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hanya 
Inspektorat Jenderal memiliki tugas khusus untuk melakukan 
pengawasan sebagaimana fungsinya sebagai lembaga 
pengawasan. Selain pengawasan, sepatutnya institusi 
Inspektorat Jenderal memberikan pendampingan bagi 
seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kemendikbud 
sehingga dapat memastikan bahwa semua sasaran dan 
target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan cepat, 
tepat waktu, tanpa melanggar peraturan yang berlaku.  
Walaupun baru beberapa minggu diberikan amanah 
sebagai pucuk pimpinan di Itjen Kemendikbud, ia sudah 
mampu beradaptasi. Ia telah melakukan pemetaan 
potensi sumber daya manusia, mulai membangun sistem 
kelembagaan dengan mendayagunakan dukungan teknologi 
informasi. Usaha itu dimaksudkan untuk mempermudah 
pencapaian target-target yang telah dicanangkan. Ia 
tampaknya ingin memastikan bahwa semua program dan 
kegiatan yang ada di seluruh satker, yang telah melalui 
proses perencanaan penganggaran, dan juga telah 
memperoleh alokasi pembiayaan merupakan terjemahan 
Orang Terdidik dan Berbudaya 
Seharusnya “Jujur”
Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Muchlis R. Luddin menyingkap 
potensi besar di internal satuan kerja Kemendikbud untuk dapat benar-benar mewujudkan 
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Selain karena ditunjang oleh kesiapan sistem yang 
mumpuni, institusi ini dipenuhi oleh sumber daya manusia terdidik dan berbudaya.
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langsung dari program nasional, visi dan misi Menteri, 
serta Rencana Strategis Kemendikbud. Ia berharap bahwa 
program yang memperoleh alokasi anggaran pemerintah di 
setiap satker adalah program prioritas, bukan merupakan 
program yang tidak berkaitan langsung dengan program 
prioritas pemerintah/Kemendikbud.
“Nampaknya kecepatan gerak baru 40% dari 
kemampuan maksimal yang ada,” tuturnya berkelakar, 
seraya menyebut bahwa ke depan ia bersama-sama aparat 
Irjen dapat memacu gerak dan bekerja lebih cepat lagi, 
untuk mencapai target  serta tuntutan kementerian dan 
pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan.   
Berikut petikan wawancara dengan pejabat baru 
Inspektur Jenderal Kemendikbud, Muchlis R. Luddin:
Irjen: Saya berharap berita-berita yang dikeluarkan 
oleh Humas Itjen Kemendikbud berorientasi tidak hanya 
kepada aspek penindakan, tetapi juga memperkuat aspek 
pencegahan. Sehingga terjadi keseimbangan antara 
penindakan dan pembangunan budaya anti korupsi 
(pencegahan). Pengertian dan maksud pencegahan adalah 
agar setiap visi, misi, dan program prioritas yang telah 
direncanakan oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik. 
Kita sebaiknya jangan hanya sibuk di bagian akhir ketika 
sudah terjadi masalah, tetapi kita harus bisa melakukan 
mitigasi resiko sehingga kecil kemungkinan untuk terjadi 
masalah/pelanggaran.
Beberapa hal yang harus kita perhatikan yaitu 
pertama, sekarang kita harus bisa membangun sistem 
kelembagaan yang kuat. Sistem itu dibangun untuk 
membantu kementerian agar bisa berkinerja lebih baik 
lagi. Kedua, aparatur harus bekerja fokus untuk mencapai 
sasaran tusi yang sudah ditentukan. Kita harus bisa 
memastikan bahwa setiap satker mengerjakan tugas sesuai 
dengan tusi dan menghindari melaksanakan pekerjaan 
yang tak langsung berkaitan dengan tusinya. Ketiga, dalam 
bekerja, prinsip-prinsip akuntabilitas harus ditegakkan. Tata 
kelola yang baik harus jadi kesadaran bersama dari mulai 
level pimpinan tertinggi sampai kepada pelaksana. Tujuan 
utamanya adalah untuk membangun kesadaran bersama 
dan pemahaman bersama bahwa kita sebagai aparatur sipil 
negara bekerja untuk menyelesaikan semua target-target 
kementerian. 
Tupoksi Irjen itu sebenarnya sudah jelas, hanya 
sekarang yang harus kita benahi adalah implementasi. 
Secara konseptual rata-rata kita sudah baik, di dalam 
melakukan perencanaan kita juga sudah cukup piawai. 
Tetapi ketika diturunkan ke tingkat implementasi, ke tingkat 
eksekusi di lapangan acap kali kita kedodoran.
Forwas:  Apa Bapak yakin dengan potensi Itjen 
Kemendikbud yang ada saat ini?
Irjen: Saya harus yakin. Saya akan segera memetakan 
postur SDM yang ada di Itjen, kita akan melihat keahlian, 
kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparat 
itjen. Asumsinya karena kita institusi yang sudah mapan, 
maka kita telah memiliki SDM yang mumpuni. Kecuali 
ditemukan hal lain. Masyarakat yang menerima layanan 
Itjen banyak berharap bahwa kantor Inspektorat Jenderal itu 
dapat menjadi contoh dan model dalam penyelenggaraan 
tata kelola pemerintahan yang baik. Apalagi nomenklatur 
kementerian kita adalah Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Disitu ada kata pendidikan dan kata 
kebudayaan, tentu saja secara implisit ada beban yang 
harus ditanggung oleh kementerian ini yaitu kementerian 
yang diisi oleh orang-orang terdidik dan orang-orang 
berbudaya. Itu sebabnya beban itu menjadi bagian yang 
tak bisa dipisahkan dari sikap moral kita sebagai kelompok 
orang-orang terdidik dan berbudaya. Tugas kita sekarang 
adalah bagaimana agar kita bisa menjadi rujukan bagi yang 
lain.
Forwas: Menurut Bapak kecepatan Itjen untuk 
mengantar Kemendikbud lebih baik sekarang itu berapa 
persen?
Irjen: Kecepatan Itjen sekarang masih 70%, 
seharusnya kecepatan bisa kita tingkatkan lagi di atas itu. 
Saya sedang memetakan strateginya dan mengidentifikasi 
apa saja yang menjadi hambatan di Itjen Kemendikbud. 
Dengan meminimalisir hambatan tersebut, diharapkan kita 
dapat memaksimalkan kinerja aparatur Itjen Kemendikbud. 
Kita berharap program Inspektorat ke depan tidak hanya 
fokus kepada pengawasan dan pemeriksaan, tetapi juga 
memperhatikan pembangunan kelembagaan, serta 
melakukan pengembangan kapasitas. Salah satu caranya 
adalah sedapat mungkin semua aspek pekerjaan yang 
bisa kita daring kan, kita online kan. Oleh sebab itu, kita 
akan kembangkan aplikasi pengawasan daring. Saya 
berharap aplikasi pengawasan daring bisa dikembangkan 
bersama pakar IT dan bantuan dari Pustekkom. Oleh 
karena itu, kita ingin mengembangkan bagaimana cara 
mengaudit dengan berbasis online, dengan single data 
reference dan bisa melibatkan seluruh satker yang ada di 
Kemendikbud. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita 
bekerja, memperbaiki tata kelola, membangun akuntabilitas, 
memperluas transparansi dan juga memudahkan serta 
meningkatkan layanan kepada stakeholder.
Dengan demikian, saya berharap, audit yang dilakukan 
oleh Itjen itu tidak hanya audit bersifat portofolio, tetapi juga 
harus sampai kepada audit yang berkaitan dengan substansi. 
Bayangan saya ke depannya harus ada auditor substansi. 
Jadi kita harus memiliki aparat yang mampu mengaudit 
keahlian substansi. Sebab setiap audit mempunyai ciri khas 
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tersendiri. Contohnya, audit tentang kegiatan kebudayaan. 
Kegiatan kebudayaan itu sedikti berbeda dengan audit 
PAUD. Audit SMA/SMK berbeda dengan audit riset di 
Balitbang. Audit proses penyelenggaraan pendidikan juga 
sedikit berbeda dengan audit seperti di atas. Oleh karena 
itu, auditor itu harus paham tentang substansi. Kita sedang 
mencari cara agar tujuan ini dapat terlaksana.
Salah satu tugas saya adalah untuk membangun 
kesadaran dan pemahaman itu. Hal ini tidak mudah, apalagi 
selama ini banyak orang yang sudah akrab dengan audit 
model portofolio. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita 
memberikan pemahaman dan kesadaran yang sama. 
Di samping itu, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas 
untuk memberikan layanan audit kepada seluruh satker 
untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakannya sudah 
sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar peraturan. 
Kewajiban kita adalah memberi contoh. Karena acap kali 
tindakan-tindakan seperti yang saya sebutkan di atas tadi 
memerlukan perubahan mindset. Hal ini tidak mudah dan 
memerlukan waktu. Dalam ilmu manajemen misalnya, salah 
satu cara mengubah mindset, orang diajak pergi keluar 
(out of the box). Ketika orang melihat perkembangan di 
luar, orang tersebut baru tahu apa yang terjadi di dunia 
lain. Dunia lain ternyata sudah berubah, tetapi kita masih 
belum berubah sama sekali. Itu sebabnya penting untuk 
melakukan komparasi dari dunia luar di luar kementerian 
kita.
Forwas: Kenapa untuk mengubah seseorang tidak 
Bapak gebuk saja sekalian?
Irjen: (sambil tersenyum) Jangan seperti itu lah, saya 
adalah penganut pendekatan positif. Setiap orang kita ajak 
dahulu ke arah yang baik, kita beri contoh-contoh. Ini loh 
perilaku yang benar, ini loh yang salah atau keliru. Kita harus 
memberitahu dahulu, karena sering kali orang mengalami 
kebodohan karena ketidaktahuannya. Orang tidak sadar 
bahwa dia melakukan sesuatu karena dia tidak tahu. Dan 
yang bahaya itu kalau orang melakukan sesuatu yang salah, 
tapi pura-pura tidak tahu.
Saya berpandangan bahwa setiap orang yang 
berpendidikan tahu mana yang boleh dan mana yang 
tidak boleh. Ada frame disana, jika di dalam frame anda 
mungkin bisa bermanuver. “Kepala jadi kaki atau kaki jadi 
kepala”. Tetapi begitu anda melewati frame maka anda 
harus mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak bisa 
dilanggar.
Forwas: Mimpi Bapak dalam membangun Itjen 
seperti apa? Ada statement Bapak tentang “kemitraan 
kementerian” apa maksudnya?
Irjen: Sekali lagi saya tegaskan bahwa Itjen itu 
institusi yang merupakan bagian integral dari kementerian. 
Dia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Institusi 
Kemendikbud. Itjen bukan lembaga di luar kementerian. 
Oleh karena itu, Itjen tidak boleh hanya melihat kementerian 
“dari jauh saja”. Itjen harus membantu kementerian lewat 
pengawasan, pendampingan, konsultasi, melakukan 
control, mengingatkan aparatur kemendikbud dan seluruh 
satker yang ada di bawahnya. Itjen bertugas mendorong 
Kemendikbud untuk mencapai target dan sasarannya 
dengan baik, bermutu, serta tak melanggar peraturan. 
Itjen itu bukan bersifat pasif dan menunggu di belakang, 
artinya Itjen baru bergerak ketika sudah ada kasus. Tetapi, 
Itjen harus sejak awal berperan aktif untuk mendampingi 
seluruh satker, mulai dari awal perencanaan sampai kepada 
eksekusi program dan kegiatan. Itulah salah satu cara untuk 
melakukan mitigasi resiko sehingga penyelenggaraan 
program Kemendikbud bisa berlangsung dengan tata kelola 
yang baik. Jadi, paradigmanya bukan menunggu, tetapi 
proaktif dan partisipatif. Itu sebabnya paradigma harus 
berubah. Kita tidak lagi hanya sekedar watchdog, tetapi 
juga solutif bagi penyelenggaraan tata kelola kementerian 
yang lebih baik. 
Forwas:  Bagaimana tentang instrumen publikasi?
Itjen: Majalah Itjen kalau bisa harus fokus untuk 
membangun kesadaran bersama tentang pentingnya 
melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Membangun 
akuntabilitas publik dan budaya no fraud. Kita memerlukan 
ekspose semua program, sekecil apapun program itu 
untuk diketahui bersama dan dikontrol bersama. Ini 
bukan bertujuan pencitraan, tetapi bermaksud agar 
masyarakat yang menerima layanan memahami pekerjaan 
yang dilakukan oleh Itjen Kemendikbud. Humas Itjen itu 
harus proaktif mengumpulkan dan menyampaikan berita, 
membangun isu positif agar semua kegiatan kita dalam 
menyelenggarakan kementerian ini bisa diketahui secara 
lebih lengkap. 
Muchlis R. Luddin sebelumnya pernah menjadi Atase 
Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik 
Indonesia di Kuala Lumpur (2001-2006), kemudian menjabat 
sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik di Universitas Negeri 
Jakarta (2014-2018). Ia adalah pejabat Itjen yang ke-16, 
sebelumnya Suprayitno (plt 2018), Daryanto  (2015-2018), 
Haryono Umar (2012-2015), Musliar Kasim (plt  2011), 
Wukir Ragil (plt 2010), M Sofyan (2007-2009), Soeparna 
M.S. (2002-2006), Muljani A. Nurhadi (2001-2002), Harsono 
(1995-1999), Mahmud Zaki (1991-1995), R.Soedjoko (1987-
1991), Sukotjo Tjokroatmojo (1984-1987), F.X. Soedijana 
(1980-1984), Supardi (1974-1980), R.F. Soedardi (1973) dan 
Erman Muriantoro (1969-1972).   (emte)
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T idak mudah memang untuk menyesuaikan diri dalam sebuah gerakan “reformasi birokrasi” yang belakangan ini dipacu keras oleh Sekretaris 
Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi sebagai Ketua 
Tim yang bertanggung jawab atas perubahan itu, 
karena selain adanya niat dan motivisi untuk berubah 
juga harus mampu membuktikan diri terhadap 
kreteria-kreteria baku sebagai pengungkit reformasi 
birokrasi  sebagai pijakan penilaian publik.
Dari 365 Satker/unit pelaksana teknis yang 
ada di pusat, luar negeri, dan yang ada di daerah 
di lingkungan Kemendikbud, tahun lalu hanya tiga 
unit pelaksana teknis (UPT) yang berhasil meraih 
predikat WBK dari Kementerian PAN-RB, yaitu Pusat 
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika 
Malang (P4TK BOE Malang), Balai PAUD Dikmas Jawa 
Timur, dan LPMP Jawa Tengah. Sementara tahun ini 
BEREBUT TAKHTA WBK
Satuan kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan kini sedang berkompetensi  meraih posisi terhormat sebagai 
institusi berstatus Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Ternyata tidak 
semua mampu bersaing hingga tahap akhir. Bahkan, ada yang terbirit-birit 
menyesuaikan diri, tetapi ada pula yang  bertahan dengan paradigma lama 
seakan hidup di zaman kolonial. 
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diajukan  kembali 45 satker/UPT namun belum lagi 
masuk ke babak penilaian publik, sudah tumbang 
dan tinggal 22 satker/UPT yang memasuki tahapan 
survei publik.
22 Satker/UPT yang menjadi nominator itu,  
yaitu BP-PAUD Sulawesi Selatan, BP-PAUD DIKMAS 
Nusa Tenggara Barat, PP-PAUD DIKMAS Jawa Barat, 
PP-PAUD DIKMAS Jawa Tengah, BP-PAUD Sumatera 
Utara, Pusat Kurikulum Perbukuan, Pusat Penilaian 
Pendidikan, LPMP Jawa Timur, LPMP Bangka Belitung, 
LPMP Kalimantan Timur, LPMP DKI Jakarta, LPMP Bali, 
LPMP Sumatera Barat, LPMP Gorontalo, Balai Bahasa 
Jawa Tengah, Balai Bahasa Jawa Barat, Balai Bahasa 
D.I. Yogyakarta, Balai Bahasa Jawa Timur, Balai 
Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Pusat 
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan 
dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik 
Industri,  Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan 
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang IPA, 
dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan 
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang 
Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling.
Kelompok nominator tersebut kini sedang 
diuji melalui suvei yang dilakukan lembaga survei 
independen sebelum dinobatkan Kementerian 
PAN RB bersama-sama dengan Satker/UPT dari 
kementerian dan lembaga lainnya akhir tahun 
mendatang.
Proses reformasi birokrasi di lingkungan 
Kemendikbud masih perlu kesabaran untuk 
mendorong seluruh satuan kerja (satker)  untuk 
beradaptasi dalam era perubahan saat ini karena 
selalu  bersentuhan dengan perilaku manusia dan 
budaya lama pegawai. "Kendala utama hanya soal 
budaya saja," kata Didik Suhardi ketika ditemui kru 
Forwas usai melaksanakan evaluasi  menyangkut 
survei yang tengah dilakukan Menpan-RB di satker 
PPPPTK Cimahi Bandung.
Tahun depan, setelah dilakukan evaluasi  oleh 
Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Internal (RBI)  
Kemendikbud, nantinya dilihat kembali rekomendasi 
dari Tim Kemen-PAN RB tentang hasil penilaiannya 
seperti apa, kemudian tentu akan lebih fokus 
untuk area mana yang harus diperbaiki mulai dari 
Pertemuan pelaksanaan evaluasi satuan kerja dan unit pelaksana tehnis menuju zona integritas Wilayah Bebas dari 
Korupsi di Jakarta, Minggu malam, 7 Oktober 2018 (dok. Itjen Kemendikbud)
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integritas, perbaikan kinerja, perbaikan tata kelola, 
dan tuntutan lainnya.
Di samping itu, RBI Kemendikbud juga harus 
punya target, bahwa satuan2 kerja di Kemendikbud 
harus semakin banyak  memiliki  Zona Integritas-
Wilayah Bebas dari Korupsi ini. Tentu ini perlu 
pentahapan, tidak bisa mendadak. Perlu persiapan 
karena banyak faktor. Mulai dari peningkatan sumber 
daya manusia, perbaikan sistem, juga perbaikan 
kesejahteraan. Itu semua berpengaruh terhadap 
bagaimana kita menegakkan zona integritas di 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Selaku ketua Tim RBI Kemendikbud, Didik 
Suhardi sepakat untuk melakukan akselarasi  dengan 
lebih memperbanyak satker/UPT meraih WBK, 
namun kembali lagi soal tantangan di lapangan yang 
membutuhkan proses seperti halnya dialami di 
kementerian lainnya.
Tim pelaksana RBI  dituntut ketekunan dan 
komitmen yang tinggi bersama-sama  16.400  
pegawai Kemendikbud.
Ketika kepadanya dikemukakan tentang 
apresiasi presiden yang  memberikan penghargaan 
kepada 40 kementerian/lembaga/provinsi/
kabupaten/kota  yang dinilai berhasil berinovasi 
sebagai buah atau hilirnya dari proses reformasi 
birokrasi tanpa keikutsertaan Kemendikbud,    
Didik Suhardi mengakui masih belum mampu 
bersaing ke tahapan itu. Namun, dirinya sependapat 
bahwa inovasi memang bagian dari program 
reformasi birokrasi  yang kini dirancang tim RBI 
Kemendikbud agar seluruh satker/UPT di mana pun 
berada memiliki kualitas merata di mata pemangku 
kepentingan pendidikan dan kebudayaan.
Caranya seperti apa? Tentu  harus melakukan 
inovasi melalui media pembelajaran agar siswa  tidak 
hanya tergantung pada guru, tapi juga mempunyai 
pilihan-pilihan media pembelajaran lain dengan 
mengoptimalkan keandalan teknologi informasi yang 
terintegrasi dengan kemurahan lingkungan alam 
setempat.
Reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan dilaksanakan dengan mengacu 
pada visi, misi, dan rencana strategis Kemendikbud 
2015-2019 yang dilandasi oleh prinsip efisien, 
efektif, transparan, dan akuntabel. Reformasi 
birokrasi Kemendikbud merupakan landasan dari 
pelaksanaan reformasi sistem pendidikan nasional 
Evaluasi dan Survey internal RB Kemendikbud menuju UPT ZI-WBK Provinsi Jawa Barat di PPPPTK Cimahi Senin, 29 
September 2018 (dok. Itjen Kemendikbud)
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(Sisdiknas). Sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi 
Kemendikbud diutamakan untuk memberikan 
pelayanan prima kepada para pemangku 
kepentingan, antara lain kepada peserta didik, orang 
tua, masyarakat, pendidik dan tenaga kependidikan, 
serta dunia usaha.
Program reformasi birokrasi Kemendikbud 
mengacu pada 8 (delapan) program area perubahan 
yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui 
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 tahun 
2015. Kedelapan program area perubahan di 
lingkungan Kemendikbud, yaitu 1) Manajemen 
perubahan; 2) Penguatan peraturan perundang-
undangan; 3) Penguatan kelembagaan; 4) Penguatan 
tata laksana; 5) Penguatan sistem manajemen SDM 
aparatur; 6) Penguatan pengawasan; 7) Penguatan 
akuntabilitas kinerja; 8) Peningkatan kualitas 
pelayanan publik. 
Reformasi birokrasi identik dengan tuntutan 
perubahan termasuk membuka ruang lebih luas 
bagi pegawai untuk berinovasi di bidang teknologi 
informasi dan komunikasi untuk memperbaiki 
kualitas institusi dan memberikan pelayanan 
terbaik kepada pemangku kepentingan pendidikan 
dan kebudayaan.   Seperti yang dikemas melalui 
pendekatan teknologi informasi dalam bentuk 
e-government, Kemendikbud sudah melangkah maju 
sebagai tindak lanjut tuntutan reformasi birokrasi itu.
Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik 
Suhardi  mengingatkan tentang optimalisasi 
penggunaan e-government yang meliputi e-planning, 
e-Office, e-Molk, e-SDM, e-SKP dan e-Kehadiran 
selain SISMINRA (Sistem Administrasi Bendahara) 
dan SimPeL (Sistem Pengadaan Langsung) untuk 
kepentingan  tata kelola anggaran, SDM, dan aset 
Kemendikbud dengan tujuan  untuk penguatan 
akuntabilitas  di lingkungan Kemendikbud.
“Semuanya kita dedikasikan untuk mening-
katkan kualitas layanan Kemendikbud kepada publik,” 
tegas Sekjen Didik Suhardi ketika bertemu dengan 
para calon nominator peraih status WBK di Jakarta.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Reformasi 
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 
Kementerian PANRB Didit Noordiatmoko  
menyingkap beberapa poin penting untuk  memasuki 
zona integritas menjelang status WBK.  Zona 
integritas bukan hanya tentang banyaknya ‘banner’ 
yang dipasang di lingkungan kantor yang seolah-olah 
semuanya sudah memenuhi kriteria bahwa tata 
kelola atau pun pelayanan sudah baik tetapi yang 
lebih penting adalah benar-benar bermanfaat dan 
dapat dirasakan pengguna.
Kendala yang didapati pada tahun lalu 
adalah tidak sinkronnya antara niat perubahan dan 
pelaksanaan pada beberapa unit tanpa adanya 
penjelasan. Selain itu, pada kasus lainnya, terdapat 
unit yang antara niat dan pelaksanaannya sudah 
sinkron, tetapi ternyata niatnya masih belum sejalan 
dengan peraturan yang sudah dibuat.
“Kemendikbud secara umum memiliki SDM 
yang bagus, namun untuk teknis di lapangan, perlu 
mekanisme perbaikan di masing-masing UPT,” ujar 
Didit. Dengan menyebut perlunya peningkatan 
pengawasan untuk  memastikan baik atau buruknya 
pengendalian internal setiap unit.
Khusus menyangkut pengawasan, mantan 
Sekretaris Itjen Kemendikbud, Hindun Basri Purba  
yang kini menjadi anggota tim inti Reformasi 
Birokrasi Internal Kemendikbud menyebut betapa 
vitalnya peran Inspektorat Jenderal dalam mengawal 
jalannya reformasi birokrasi itu. Itjen tidak hanya 
menjadi etalase percontohan zona integritas dan 
representatif WBK, tetapi juga harus menjadi contoh 
keteladanan bagi jajaran Kemendikbud.
Di masa depan, Itjen Kemendikbud harus 
mampu membuat metodologi agar satker-satker 
mampu menjadi embrio WBK. Dengan kapasitas 
itu, akan mempertebal kepercayaan publik serta 
Kemen-PAN RB sebagai evaluator kinerja satker 
Kemendikbud.
“Percayalah bahwa apa yang kita lakukan 
dalam memperbaiki diri melalui reformasi birokrasi, 
adalah untuk kepentingan dunia akhirat," kata Purba 
berkelakar, sambil menyebut bahwa buah dari 
predikat WBK adalah untuk kemaslahatan pegawai 
melalui peningkatan tunjangan kinerja (dunia) sedang 
tidak adanya tindak kejahatan korupsi atau OTT 
adalah  kehormatan sebuah amanah (akhirat).  
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Musibah Lombok dan Palu:
Dukamu Duka Kami Juga
Siang itu matahari memanggang pelataran bumi di Lombok Utara. Mungkin 39 sampai 
40 derajat celcius panasnya, tetapi suasana hening dalam kedukaan tidak dapat 
menyembunyikan kenestapaan dari wajah-wajah penduduk, termasuk anak balita yang 
berhasil selamat dari amukan gempa silih berganti di ujung kepulauan Indonesia Timur  itu.
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T idak mudah menafsirkan suasana derita yang tersimpul dari wajah-wajah tegar penuh kesabaran warga Dusun Karang Nangka, Desa Sokong 
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Salah 
satu wilayah terdampak gempa paling parah berkekuatan 
6,4 skala richter 29 Juli 2018, kemudian disusul gempa 
berikutnya 7 skala richter 5 Agustus 2018. Gempa tersebut 
merupakan bagian dari rangkaian gempa bulan sebelumnya 
hingga memporakporandakan seluruh bangunan menjadi 
rata dengan tanah termasuk bangunan sekolah tanpa 
ampun. 
Sisa-sisa kedahsyatan bencana masih dengan mudah 
dilihat dan dirasakan bagi siapa saja yang berkunjung ke 
daerah itu. Di banyak tempat, kawanan lelaki tegap dengan 
sisa-sisa kelelahan bergotong-royong merapikan reruntuhan 
bekas tempat ibadah atau membangun tenda darurat untuk 
tempat aktivitas belajar-mengajar bagi sekolah PAUD.
Di pinggiran desa lain, suasana kering kerontang lebih 
menyayat hati lagi ketika warga desa laki-laki, perempuan 
dan anak-anak  bergotong royong mencari air minum 
menggunakan bambu hanya untuk sekadar bertahan hidup.
“Kami pasrah, pasrah se-pasrah pasrahnya,” demikian 
potongan kalimat penuh makna ketika mereka bertutur  
menerima ujian sangat berat dari Sang Mahakuasa yang 
datang berturut turut sejak tahun 1979, tahun 2004, tahun 
2013, dan terakhir 2018. 
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Desa yang sudah luluh lantak itu, terasa sepi lantaran 
banyak penduduk desa yang menjadi korban meninggal 
dan ada juga korban luka-luka yang dirawat di lapangan 
terbuka rumah sakit daerah setempat, sementara suasana 
kekeringan, paceklik, atau serangan penyakit seakan lapis 
berlapis mewarnai kesedihan warga.
Dalam suasana penuh kedukaan itu, sedikit mencair 
ketika rombongan Itjen Kemendikbud yang dipimpin 
Inspektur 1, Karyaningsih,  hadir di tengah mereka dengan 
membawa bantuan  untuk bekal hidup sementara sekaligus 
memberi solusi agar kegiatan belajar-mengajar dihidupkan 
kembali.
“Kami sengaja hadir di tengah warga di sini karena 
kita adalah satu pikiran dan gerakan agar kegiatan sekolah 
tidak ikut larut berlama-lama dalam meratapi kesedihan 
kita," demikian pesan Karyaningsih berulang-ulang ketika 
berjumpa dengan guru, orang tua siswa, dan warga lainnya.
Dengan membawa bingkisan yang dikumpulkan dari 
para pegawai Itjen Kemendikbud, membuktikan bahwa apa 
yang dirasakan warga setempat sebenarnya juga dirasakan 
warga lain nun jauh di sana.
Membawa paket bantuan dari Jakarta hingga ke lokasi 
berjarak 1.600 kilometer tidaklah mudah karena suasana 
kehidupan masih belum normal, termasuk keterbatasan alat 
transportasi dari ibukota provinsi di Mataram menuju  desa-
desa terisolasi di Kabupaten Lombok Utara.
Walaupun suasana duka masih berlangsung, 
kebersahajaan warga desa menerima kunjungan tim Itjen 
Kemendikbud tidak menyurutkan suasana kekeluargaan. 
Bahkan, ketulusan warga dusun terlihat ketika menjamu apa 
adanya dengan buah nangka yang kebetulan sedang matang 
di pohon untuk dinikmati bersama sebagai pelepas duka.
Adalah Ayu sebagai pengelola PAUD  bersama 
suaminya yang dikenal sebagai tokoh dusun terkesan habis-
habisan mendermakan pikiran, waktu, dan materi untuk 
membantu warganya dalam menerima musibah itu. Bahkan, 
ketika malam hari diguncang gempa yang kebetulan lagi 
hujan dan barang-barang milik warga basah berantakan, 
di sela-sela rasa takut, suami istri tersebut bergegas 
membantu warga untuk mencari tempat yang aman.  
“Jujur, kami juga tidak mampu menyembunyikan 
rasa takut itu, tetapi niat untuk berjuang menyelamatkan 
warga mampu menjinakkan rasa was-was itu,” tutur Ayu 
mengenang kembali saat-saat kritis ketika dusunnya 
diguncang gempa.
Di halaman rumahnya yang  sedikit luas, masih 
terlihat hamparan tenda penampungan sementara bagi 
tetangganya yang tidak lagi memiliki tempat berteduh.
“Di sini kami saling berbagi, keluarga kami makan 
mereka juga harus ikut makan," tuturnya, menyingkap 
bahwa figur seorang guru PAUD masih menjadi panutan dan 
tempat berlindung warga sekitar yang sama-sama  sedang 
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dilanda kesusahan.
Hanya saja, Ayu sedikit sedih ketika berada di 
sekolahnya PAUD Dusun Sokong yang susah payah 
dibangunnya beberapa bulan lalu, terpaksa ditinggalkan 
karena fisik bangunan masih “diragukan” banyak pihak untuk 
dapat digunakan kembali bagi siswa belajar.
“Orang tua siswa meminta jaminan nyawa kepada 
saya jika memaksakan diri untuk menggunakan bangunan 
yang di sana-sini mengalami keretakan itu," ucap Ayu, seraya 
meminta bantuan pemerintah untuk melakukan audit 
bangunan yang rusak itu, apakah masih dapat dipergunakan 
setelah dilakukan perbaikan atau sebaliknya.
Ia pun tidak mau larut dalam polemik itu. Dengan 
tersedianya sedikit lahan kosong, mereka bergotong royong 
membangun tenda darurat apa adanya sebagai pengganti 
sekolah yang rusak tersebut  sebelum datang bantuan tenda 
darurat  dari Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.
Sebelumnya, Kemendikbud mengirimkan peralatan 
sekolah untuk membantu siswa-siswi yang terdampak 
gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.  Selain  peralatan 
sekolah, Kemendikbud juga mengirimkan tenda darurat 
pengganti ruang kelas.
“Kami sudah kirim tenda, kemudian school kit, terus 
ada tenda untuk mengatasi sekolah-sekolah yang roboh. 
Kemudian, peralatan sekolah, seragam, itu yang sudah 
dilakukan. Yang sudah kita kirim ada 65 tenda,” kata 
Mendikbud Muhadjir Effendy.
Kemendikbud memiliki Lembaga Penjamin Mutu 
Pendidikan (LPMP) yang akan menjadi pelaksana teknis. Saat 
ini,  koordinasi antara Kemendikbud, LPMP, dan kepala dinas 
pendidikan di Lombok sudah dilakukan. Catatan sementara 
menyebutkan, sebanyak 606 sekolah mengalami kerusakan 
akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali.
 “Di sektor pendidikan, dari 606 satuan pendidikan 
terdampak akibat gempa terdapat 3.051 ruang kelas rusak, 
1.546 di antaranya rusak berat, 671 ruang kelas rusak 
sedang, dan 834 ruang kelas rusak ringan,” ungkap Pusat 
Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB). Untuk menyelenggarakan sekolah darurat 
diperlukan 319 unit tenda, tetapi baru 21 tenda yang 
terpasang sehingga masih ada kekurangan tenda 298 unit 
tenda.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah 
melakukan pendataan, mendistribusikan bantuan, kam-
panye kembali ke sekolah, bantuan sosial tanggap darurat 
untuk sekolah yang rusak, dan menyusun rencana bantuan 
untuk memulihkan kerusakan dan belajar mengajar di NTB 
dan Bali. Total rencana bantuan dari Kemendikbud sebesar 
Rp229,248 miliar. 
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Satu Demi Satu Korban Meninggal
Ketika berita ini ditulis, belum ada kepastian tentang 
berapa sebenarnya jumlah korban yang meninggal dunia 
atau yang mengalami luka-luka lantaran begitu luasnya  
hamparan gempa sementara belum tervalidasi oleh institusi 
resmi. Namun yang jelas, sejak terjadi guncangan pertama 
gempa, dilaporkan satu demi satu korban meninggal 
dunia akibat tertimpa rentuhan atau mereka yang tadinya 
sempat mendapat pertolongan tidak dapat terselamatkan 
nyawanya.
Catatan sementara menyebutkan, jumlah korban 
gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa tenggara 
Barat, Bali, dan daerah sekitarnya sudah mencapai 436 
orang meninggal dunia serta ribuan lainnya mengalami luka-
luka.
Angka ini meningkat drastis  dibanding angka korban 
tewas yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
Nusa Tenggara Barat (NTB) yang hanya 131 orang.
Jumlah 436 orang meninggal dunia tersebut adalah 
korban yang sudah terdata oleh Kepala Desa dan Bintara 
Pembina Desa (Babinsa)  yang kemudian dibuktikan  dengan 
surat kematian di Dinas Dukcapil tercatat 259 orang. 
Sisanya, masih dalam proses administrasi di Dinas Dukcapil 
tiap-tiap kabupaten.
“Sebagian besar korban meninggal akibat tertimpa 
bangunan roboh saat gempa,” sebut Sutopo Purwo 
Nugro ho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB. 
Sementara itu, korban cedera mencapai 1.353 orang, 
dengan 783 di antara mereka mengalami luka berat. 
“Korban luka-luka paling banyak terdapat di Lombok Utara 
sebanyak 640 orang. Lombok Utara adalah daerah yang 
paling terdampak gempa karena berdekatan dengan pusat 
Suasana Belajar siswa Paud Mekar Sari Desa Sokong, Lombok Utara di dalam tenda bantuan dari Kemendikbud (Dok. Ayu, Guru PAUD 
Desa Sokong, NTB)
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gempa 7 SR,” jelas Sutopo.
Menyinggung soal  jumlah pengungsi, Sutopo 
menegaskan angkanya sering berubah lantaran banyak  
pengungsi pada siang hari kembali ke rumah atau bekerja 
di kebun, pada malam hari mereka kembali ke pengungsian. 
Ada juga pengungsi yang sudah kembali ke rumah masing-
masing.   
Berdasarkan data dari Posko Tanggap Gempa 
Lombok, jumlah pengungsi mencapai 352.793 orang dengan 
sebaran pengungsi terdapat di Kabupaten Lombok Utara 
137.182 orang, Lombok Barat 118.818 orang, Lombok Timur 
78.368 orang, dan Kota Mataram 18.368 orang. Hingga 
kini, distribusi bantuan logistik ke pengungsi juga terus 
dilanjutkan ke seluruh pelosok daerah yang terdampak 
gempa. Bantuan mencakup tenda, selimut, makanan siap 
saji, terpal alas tidur, MCK, air bersih, perbaikan jaringan 
komunikasi, penerangan atau listrik, kendaraan untuk 
distribusi logistik, dan kebutuhan dasar sehari-hari.
Akan tetapi, tim penyalur logistik menemui kendala 
serius berupa banyaknya akses jalan yang rusak. Untuk 
mengatasi ini, tiga helikopter dari BNPB, TNI, dan Basarnas 
digunakan untuk distribusi bantuan ke daerah terisolasi.
 Perhitungan sementara Kedeputian Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi BNPB menunjukkan kerugian akibat gempa di 
NTB mencapai lebih dari Rp5,04 triliun.
“Ini angka sementara, hanya berdasarkan basis data 
pada 9 Agustus 2018. Dipastikan dampak ekonomi lebih 
dari 5,04 triliun nantinya,” sebut Sutopo. Perkiraan kerugian 
tersebut berasal dari sektor permukiman Rp3,82 triliun, 
infrastruktur Rp7,5 miliar, ekonomi produktif Rp432,7 miliar, 
sosial budaya Rp716,5 miliar, dan lintas sektor Rp61,9 miliar.
Kerusakan dan kerugian terbanyak adalah sektor 
permukiman mengingat puluhan ribu rumah penduduk 
rusak berat, bahkan banyak yang rata dengan tanah. “Perlu 
triliunan rupiah untuk melakukan perbaikan kembali dalam 
rehabilitasi dan rekonstruksi. Perlu waktu untuk memulihan 
kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi 
di wilayah NTB. “Lombok adalah daerah rawan gempa, maka 
pembangunan kembali nanti harus sudah mengantisipasi 
gempa agar saat terjadi gempa lagi, korban, kerusakan, dan 
kerugian dapat lebih sedikit, serta masyarakat lebih aman,” 
tandas Sutopo. 
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Menurut catatan BMKG, gempa bermagnitudo 7 yang mengguncang 
kepulauan  Lombok, Nusa Tenggara Barat, terjadi mulai hari Minggu 
(19/8/2018). Sebelumnya, gempa di atas magnitudo 5 dan guncangan skala 
rendah lainnya sudah membuat warga Lombok panik.
Riwayat Gempa Lombok
B agi para korban sulit melupakan rentetan gempa yang mengguncang wilayah tersebut, bahkan detik demi detik mereka mengikuti penjelasan resmi dari 
BMKG. Di antara catatan penting perkembangan gempa, 
dicatat pada pukul 11:06 WIB terjadi gempa bermagnitudo 
5,4 dengan kedalaman 10 kilometer dengan titik pusat 
gempa di di 8.29 LS dan 116.62 BT atau 25 kilometer timur 
laut, Lombok Timur.
Hanya berselang 4 menit, pukul 11:10 WIB, gempa 
kembali terjadi dengan magnitudo 6,5 dengan kedalaman 10 
kilometer dan titik pusat berada di -8.24 LS dan 116.66 BT 
atau 32 kilometer timur laut Lombok Timur, tetapi dipastikan 
kedua gempa tersebut tidak berpotensi tsunami meskipun 
guncangan terasa di Mataram II SIG-BMKG (IV MMI), Lombok 
Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Bima, 
Besakih dan Sumbawa Besar II SIG-BMKG (III MMI). Gempa 
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Tim Itjen Kemendikbud mendengarkan penjelasan dari ibu Ayu (pengelola PAUD Mekar Sari, Sokong, Lombok Utara) tentang belajar 
mengajar pasca gempa (Dok. Itjen Kemendikbud)
juga terasa hingga Denpasar dan Jimbaran, Bali, serta 
Waingapu, Nusa Tenggara Timur.
Wilayah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kembali 
diguncang rentetan gempa, Minggu (19/8/2018). Pusat 
Vulaknologi Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM 
mencatat ada enam kali gempa. Dalam siaran pers yang 
dikeluarkan BMKG hari Senin (20/8/2018), gempa pertama 
terjadi pukul 11.06 WIB dengan kekuatan magnitudo 5,4 
pada kedalaman 10 kilometer, berjarak 25 kilometer arah 
timur laut Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Gempa kedua berlangsung 4 menit kemudian atau 
pukul 11.10 WIB dengan kekuatan gempa mencapai 6 
magnitudo pada kedalaman 10 kilometer, berjarak 32 
kilometer arah timur laut Lombok Timur. Kemudian, gempa 
ketiga terjadi pukul 21.56 WIB dengan kedalaman 10 
kilometer berkekuatan 7 magnitudo.
Hanya berselang beberapa menit, gempa kembali 
terjadi pukul 22.16 WIB dengan kedalaman 10 kilometer 
berkekuatan magnitudo 5,6. Disusul gempa kelima pada 
pukul 22.28 WIB dengan kedalaman 10 km berkekuatan 
magnitudo 5,8. Gempa keenam berkekuatan magnitudo 5,0 
dengan kedalaman 10 kilometer terjadi pukul 23.25 WIB.
Kepala Bidang Gempa Bumi dan Tusnami Badan 
Geologi Kementerian ESDM Sri Hidayati mengatakan, gempa 
itu disebabkan sumber gempa bumi berasosiasi dengan 
zona penyesaran naik busur belakang (flores back-arc thrust) 
yang berarah relatif barat-timur. 
Dia menambahkan, seluruh pusat gempa berada 
di darat. Sebagian besar daerah tersebut, menurut Sri, 
tersusun oleh batuan sedimen dan batuan metamorf 
berumur pratersier hingga tersier, batuan gunung api 
berumur tersier hingga kuarter, dan aluvium berumur 
resen. “Daerah yang tersusun oleh batuan yang telah 
tersesarkan dan terlapukkan dan daerah aluvium sangat 
rentan terhadap guncangan gempa bumi karena bersifat 
urai, lepas, dan belum terkonsolidasi sehingga akan 
memperkuat efek getaran gempa,” ucapnya.
Saat itu masyarakat pun sudah diimbau tetap 
waspada, mengikuti arahan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) setempat, dan tak terpancing oleh 
isu tak bertanggung jawab.  Masyarakat diharapkan tetap 
berada di tempat terbuka dan menghindari bangunan akibat 
guncangan gempa bumi sebelumnya sehingga bangunan 
rawan roboh. Masyarakat juga diminta waspada terhadap 
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retakan pada permukaan bumi dan longsoran.   
Warga mencatat perkembangan yang terjadi pukul 
21.56 WIB bersamaan dengan gempa bermagnitudo 7 
dengan kedalaman 10 kilometer dan titik pusat gempa 
berada di 8.28 LS dan 116.71 BT atau sekitar 30 km arah 
timur laut Lombok Timur, tetapi gempa tersebut tidak 
berpotensi tsunami. Meskipun gempa tidak berpotensi 
tsunami, kuatnya guncangan telah membuat warga panik 
dan berhamburan keluar rumah. Guncangan gempa juga 
dirasakan warga di Bali dan NTT.
 Pada sekitar pukul 22.28 WIB gempa bermagnitudo 
5,8 dengan kedalaman 10 kilometer dan titik pusat berada 
di -8.3 LS dab 116.56 BT atau sekitar 23 kilometer barat 
laut Lombok Timur, NTB. Gempa tidak berpotensi tsunami.  
Gempa susulan terus terjadi dan membuat warga di 
Lombok trauma untuk kembali ke rumah mereka. Para 
warga memilih untuk bertahan di tanah lapang atau lokasi 
pengungsian.  Sekitar pukul 23.37 WIB guncangan gempa 
bermagnitudo 5,5 dengan kedalaman 10 kilometer dengan 
titik pusat gempa di 8.25 LS dan 116.84 BT atau sekitar 42 
kilometer timur laut Lombok Timur, NTB lalu pada Minggu 
(19/8/2018) malam, warga masih banyak yang bertahan 
di tenda pengungsian. Sejumlah warga mengaku masih 
merasakan gempa susulan.
 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
mencatat gempa susulan di Lombok sudah terjadi 814 kali 
dan gempa gempa terbaru dengan kekuatan magnitudo 
7 terjadi pada pukul 21:56 WIB dengan kedalaman 10 
kilometer dan pusat gempa berada di 30 kilometer arah 
timur laut Lombok Timur. Suasana panik pun terjadi, mem-
buat warga lari tunggang langgang mencari tempat lapang 
dan tidak sedikit yang berlarian menuju arah dataran tinggi.
Gempa yang terjadi pada Minggu malam (19/8/2018) 
membuat aliran listrik di Kota Mataram padam. Dalam kon-
disi gelap, warga tetap memilih bertahan di luar rumah 
karena takut terjadi gempa susulan yang mungkin dapat 
merobohkan rumah mereka.
Seperti yang diungkap Kantor Berita  Antara, suasana 
saat itu dilukiskan sangat mencekam dan warga berkumpul 
di luar rumah dalam kondisi gelap gulita. Tidak hanya warga 
setempat, gempa bermagnitudo 7 di Lombok juga membuat 
panik para turis yang menginap di kawasan Senggigi,  Kabu-
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paten Lombok Barat, NTB.  Mereka berhamburan keluar dari 
restoran dan penginapan, kemudian memilih bertahan di 
luar hotel sampai siang hari. 
Di saat warga sedang kesusahan, keterbatasan 
persediaan makanan, mencari-cari tempat berteduh dan 
bahkan para korban meninggal dan luka-luka masih terbujur 
kaku, tiba-tiba sebuah breaking news membahana menyusul 
informasi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang 
oknum pejabat negara yang diduga “menilap” dana bantuan 
musiban bencana.
Laporan Kejaksaan Negeri Mataram menyebutkan, 
oknum tersebut berinisial MH yang dikenal sebagai salah 
seorang Ketua Komisi DPRD Kota Mataram, ada juga oknum 
kepala dinas pendidikan serta beberapa orang pengusaha 
setempat.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menjanjikan pemberian  
bantuan dana  kepada korban gempa Lombok, Nusa 
Tenggara Barat  yang  dikirimkan langsung oleh pemerintah 
pusat  ke rekening korban melalui BRI untuk perbaikan 
rumah rusak berat sekitar 5.293 unit rumah, selain bantuan 
dari  Kemendikbud khusus untuk rehabilitasi bangunan 
sekolah dan bantuan kepada guru terdampak gempa 
setempat. Banyak pihak mengutuk perbuatan keji tersebut, 
baik dari para korban hingga Gubernur NTB yang meminta 
kepada aparat penegak hukum setempat menyingkap kasus 
tersebut untuk segera diadili.
Lazimnya, pelaku perbuatan tercela tersebut 
terancam maksimal hukuman mati, sebagaimana tertera 
dalam Pasal-2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) 
berbunyi:  Ayat-1 Setiap orang yang secara melawan hukum 
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain 
yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 
sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dalam ayat-2 disebutkan, Dalam hal tindak pidana 
korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. 
Kemudian dalam penjelasan pasal di UU tersebut 
dikatakan, klausul ‘keadaan tertentu’ dalam pasal 2 ayat (2) 
ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak 
pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan 
pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan 
undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana 
alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, 
atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan 
moneter. 
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Belum kering air mata warga Lombok, bencana pun menyasar Sulawesi 
Tengah dengan memporak-porandakan ribuan rumah dan meluluh-
lantakkan sarana prasarana sekolah  di Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi 
Moutong. Jumlah korban yang sudah diverifikasi di atas 2.000 jiwa 
menyusul terjadi goncangan 7,4 skala richter kemudian diikuti gelombang 
tsunami yang menyapu kawasan pantai daerah itu.
Tsunami Menyapu Palu
K ementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai menginventarisasi dan mengidentifikasi dampak dari bencana gempa dan tsunami  agar kegiatan belajar 
mengajar tak berhenti meskipun harus berlangsung dalam 
kondisi serba terbatas.
Kini sedang dirancang upaya jangka pendek 
penanganan pascabencana, seperti pendataan guru 
dan siswa yang menjadi korban serta dampak kerusakan 
sekolah akan ditindaklanjuti dengan cepat dan terukur. 
Kemendikbud juga akan mulai menghitung dana untuk 
pemulihan sarana dan prasarana yang rusak termasuk 
kemungkinan memberikan bantuan kepada para korban 
setelah indentifikasi selesai.
“Intinya, kegiatan belajar tidak boleh terhenti apapun 
kondisinya. Hari ini nanti identifikasi, mendapatkan laporan 
dari dua daerah terdampak gempa. Terutama di bidang 
pendidikan, kemudian akan segera kita lakukan langkah 
untuk mempercepat proses pemulihan kegiatan belajar-
Bangunan sekolah yang rusak di Desa Wuasa, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, akibat gempa 6,6 SR Senin (29/5/2017). 
(Foto:Sobirin/KabarSelebes.com)
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mengajar,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendy.
Untuk mengisi kekosongan tersebut, Kemendikbud  
mengirim tenaga bantuan tenaga Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) dari daerah lain untuk menjalankan operasional 
pendidikan sementara di Palu dan sekitarnya. Pasalnya, 
jumlah staf UPT yang tersisa tidak optimal memberikan 
layanan pascagempa kemudian kendali diambil alih 
Kemendikbud dengan melibatkan UPT   yang ada di provinsi 
Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.
Walaupun skala bencana lebih luas melanda Sulteng,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
tetap memperhatikan serta membantu korban bencana 
alam di Lombok, Nusa Tenggara Barat  kendati bencana 
serupa silih berganti. “Kami tetap ada disitu,” tegas 
Mendikbud Muhadjir Effendy akhir pekan lalu di Sumbawa 
ketika menyalurkan bantuan senilai lebih dari Rp101 miliar 
untuk memulihkan kondisi pendidikan pascagempa   dalam 
bentuk penyediaan ruang kelas darurat, perbaikan satuan 
pendidikan, penyediaan perlengkapan belajar mengajar, dan 
penyaluran tunjangan khusus kepada guru.
 Mendikbud mengapresiasi gotong-royong pemerintah 
daerah dan masyarakat dalam upaya mengembalikan 
kegiatan belajar mengajar di sekolah. “Kerja baktinya ini akan 
kita bantu sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi 
masyarakat dalam menyegerakan kembalinya kegiatan 
belajar-mengajar. Saya tidak ingin kegiatan belajar mengajar 
terganggu terlalu lama,” tuturnya.
Namun, Muhadjir juga mengingatkan bahwa bantuan 
dari pemerintah hanya sebagai stimulan atau pendorong 
saja. “Terima kasih pak bupati, para guru dan masyarakat 
yang telah bahu membahu menghadapi bencana ini. Dan 
tentunya, kita sendirilah yang harus siap menghadapi ini 
semua,” ujarnya.
Sebagai bentuk perlindungan kepada tenaga pendidik, 
Mendikbud menyerahkan bantuan tunjangan khusus 
kepada para guru terdampak gempa di wilayah Kabupaten 
Sumbawa dan Sumbawa Barat. Tunjangan khusus diberikan 
kepada guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) 
maupun non-PNS dari berbagai jenjang. Untuk guru PNS 
menerima bantuan Rp1,5 juta/bulan, sedangkan guru non-
PNS mendapatkan bantuan sejumlah Rp2 juta/bulan.
Total tunjangan khusus yang diberikan untuk guru 
terdampak wilayah Kabupaten Sumbawa Barat senilai Rp5,4 
miliar. Sebelumnya, Mendikbud juga memberikan bantuan 
tunjangan khusus kepada guru terdampak di wilayah 
Kabupaten Sumbawa dengan nilai bantuan sejumlah Rp5,8 
miliar. Total bantuan tunjangan khusus dari Kemendikbud 
untuk wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat senilai Rp11,2 
miliar untuk 2.162 guru dan kepala sekolah.
Mendikbud juga menyerahkan bantuan penyediaan 
sarana pembelajaran darurat untuk 45 sekolah di Kampung 
Siaga Bencana (KSB) senilai Rp121 juta. Kemudian bantuan 
untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa papan tulis, 
alat permainan edukatif (APE), dan paket buku-buku bacaan 
untuk anak.
Menurut data posko pendidikan, sebanyak 193 
sekolah di Pulau Sumbawa mengalami kerusakan. 
Setidaknya 767 ruang kelas memerlukan perbaikan 
agar proses belajar mengajar kembali normal. Untuk 
menyegerakan kembalinya proses belajar mengajar, 
Kemendikbud telah menyalurkan bantuan berupa tenda 
untuk ruang kelas darurat.  
Keluarga besar Itjen Kemendikbud menyerahkan bantuan untuk Palu melalui Pelni di pelabuhan Tanjung Priuk, Senin (22/10/2018).
(Foto:ITJEN Kemendikbud)
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Di belahan dunia mana pun, 
peninggalan situs budaya berupa 
candi dipelihara dan dilestarikan 
dengan cermat, tetapi tidak 
bagi nasib Candi Laras yang 
terdapat di Kabupaten Tapin, 
Provinsi Kalimantan Selatan. 
Jejak sejarahnya  berupa 
lokasi candi hilang dikuasai 
penduduk. Beruntung benda-
benda purbakala bernilai sejarah   
berhasil diselamatkan dan kini 
masih tersimpan di museum 
Lambung Mangkurat Banjarbaru.
MENELUSURI  CANDI 
YANG HILANG
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S ejak pemerintah kolonial Belanda hingga tahun 1960-an, keberadaan Candi Laras dengan mudah dikunjungi para peziarah yang berada di Desa 
Margasari Ulu, Kabupaten Tapin dengan titik kordinat 
2°37′12″LU 114°56′0″BT atau biasa para penunjuk jalan 
menyebutnya sebagai Tanah Tinggi.
Sebelum “dihancurkan," situs candi berukuran 
kecil itu kerap didatangi rombongan besar orang-orang 
Tionghoa dari berbagai belahan dunia, khususnya 
disetiap perayaan hari Sinchia atau beberapa pekan 
menjelang perayaan hari raya Cap Gomeh. 
Menurut transkrip dokumentasi   yang tersimpan 
di Museum Lambung Mangkurat, obyek wisata Candi 
Laras tersebut sempat masyhur karena menjadi satu-
satunya tempat menyimpan peninggalan purbakala 
berupa batu putih mirip babi yang sering menjadi obyek 
ramalan yang konon sedikit instan untuk mengadu 
nasib soal umur, sakit, kaya, naik pangkat, dan bahkan 
perjodohan. Peziarah cukup membuat bilah lidi 
seukuran jengkal masing-masing, kemudian diletakkan 
di atas batu babi dan beberapa saat kemudian akan 
didapat hasilnya, apakah bilah lidi itu bertambah 
panjang atau sebaliknya sebagai penentu hasil ramalan.
Awalnya, wisata ziarah itu hanya terbatas bagi 
orang-orang Tionghoa, tetapi cerita burung tentang 
kemasyhuran “batu babi” tersebut memancing 
ketertarikan masyarakat umum termasuk pemeluk 
agama Islam yang datang dari berbagai kota di Asia 
Tenggara. Hingga pada tahun 1960-an, oleh tokoh 
masyarakat setempat dinilai akan merusak akidah 
lantaran makin merajalelanya proses mistik dan 
kemusyrikan.
Adalah tuan guru Haji Kasyful Anwar yang waktu 
itu dikenal sebagai Kepala Djawatan Penerangan di 
Kecamatan Candi Laras Selatan di Desa Margasari 
bersama-sama seorang sejarawan Dr. Eduwar Saleh, 
memprakarsai pemindahan benda purbakala berupa 
batu babi tersebut untuk ditempatkan di Museum 
Lambung Mangkurat Banjarbaru guna menyelamatkan 
barang berharga tersebut sekaligus meredam kerusakan 
akhlak dan akidah masyarakat setempat.  Prakarsa 
tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat 
serta memperoleh persetujuan dari pemerintah 
setempat.
Tidaklah mudah menelusur jejak sejarah 
peninggalan kerajaan tua abad ke-8 itu, tetapi kru 
majalah Forwas berhasil menemukan lokasi bekas Candi 
Laras tersebut yang terletak 167 Kilometer sebelah 
selatan Banjarmasin. Lokasi tersebut diketahui setelah 
mendapat bantuan masyarakat setempat menyusuri 
lika-liku sungai yang oleh penduduk setempat disebut 
Sungai Amas karena kadang-kadang secara mistis 
menemukan benda berharga seperti patung, tembikar, 
atau tempat sesajen yang terbuat dari emas murni.
Di lokasi yang berada di rimbunan kayu besar  
itu, masih tersisa sebuah sumur tua dan sebuah tiang 
bekas istana  yang terbuat dari kayu ulin (kayu besi) 
berdiameter 150 centimeter dengan bentuk bulat 
berukir huruf-huruf pallawa. Situs ini sempat menjadi 
legenda yang dilukiskan sebagai tempat permandian 
puteri Junjung Buih, wanita yang dikemudian hari 
melahirkan keturunan raja raja Banjar.
Benda purbakala berupa Batu babi yang ditemukan di 
kawasan situs Candi Laras di kabupaten Tapin, Kalimantan 
Selatan. (ISTIMEWA)
Batu tempat duduk Puteri Junjung Buih setelah bangkit dari 
permukaan air. (ISTIMEWA)
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Di kawasan situs Candi Laras, pernah ditemukan po-
tongan-potongan arca Batara Guru yang sedang memegang 
cupu, kemudian ada lembu Nandini dan Lingga yang kese-
muanya masih tersimpan rapi di Museum Lambung Mangku-
rat Banjarbaru, 40 kilometer sebelah timur Banjarmasin.
Letak candi ini tidak terlalu strategis di zamannya se-
hingga diperkirakan candi ini didirikan untuk maksud tertentu 
sebagai candi kenegaraan. Di dalam daerah yang berdekatan 
dengan candi ini ditemukan  potongan batu yang bertuliskan 
aksara Pallawa yang dikenal banyak bersinggungan dengan 
agama Buddha.
Masih terlihat jelas tulisan itu yang berbunyi “siddha” 
(mungkin selengkapnya tertulis “jaya siddha yatra” artinya 
“perjalanan ziarah yang mendapat berkat”). Kalimat tersebut 
mengingatkan pada baris ke sepuluh prasasti kedukan bukit 
peninggalan kerajaan Sriwijaya abad ke 7 M “Sriwijaya jaya 
siddha yatra subhiksa”. Kemiripan kalimat pada kedua prasas-
ti mungkin menunjukan adanya hubungan antara kerajaan 
Sriwijaya dan Candi Laras. Situs purbakala Candi Laras ini 
diperkirakan dibangun pada 1300 Masehi oleh Jimutawahana, 
keturunan Dapunta Hyang dari kerajaan Sriwijaya. Jimutawa-
hana inilah yang diperkirakan sebagai nenek moyang warga 
Tapin.
Benda arkeologi yang ditemukan di sekitar situs ini bera-
sal dari abad ke-8 atau ke-9. Seperti dibuktikan dengan pene-
muan arca Buddha berupa patung yang  sudah rusak bagian 
tangan kanan dan kedua kaki sudah patah. Arca Buddha itu 
dibuat dari bahan perunggu dengan ukuran lebar 8 cm dan 
tinggi 21 cm. Archa tersebut digambarkan berdiri memakai ju-
bah yang disampirkan pada bahu kiri. Tangan kirinya ke depan 
sambil memegang ujung jubah. Wajahnya digambarkan agak 
bulat dengan mata sipit dan mulut dengan ujung bibirnya agak 
ke atas seperti pada wajah arca-arca yang sering dijumpai di 
wilayah Thailand. 
Melihat ciri wajahnya, arca Buddha itu berlanggam Dwa-
rawati yang berkembang   sekitar abad ke-8 Masehi. Fragmen 
prasasti batu dengan tulisan beraksara Pallawa ditemukan di 
dasar Sungai Amas. Prasasti berbahasa Melayu Kuno ini yang 
berkaitan dengan “perjalanan suci," berbunyi siddha… (seleng-
kapnya seharusnya berbunyi  “jaya siddha yatra” yang  artinya 
“perjalanan suci yang mendapat berhasil). Prasasti siddhayatra 
ini kalau dilihat bentuk akasaranya sejaman dengan prasasti 
siddhayatra yang banyak ditemukan dari daerah Palembang. 
Dilihat dari gaya seni arca Buddha Dipankara dan bentuk 
aksara pada fragmen prasasti diduga bahwa tempat itu sudah 
ada penduduk sejak abad ke-7 sampai 8 Masehi. 
Sekitar tahun 2000, para ahli melakukan penelitian 
radio karbon C-14 dari sampel tonggak kayu ulin bekas tiang 
istana Junjung Buih yang masih tertancap di lokasi aslinya 
hingga dihasilkan penanggalan sekitar abad ke-14 Masehi. 
B iasanya jika terjadi peristiwa kehilangan si empunya barang  selalu bagaikan cacing kepanasan mencari tahu agar 
barang yang hilang bisa diketemukan.  Tapi 
sangat berbeda dengan hilangnya sebuah 
candi yang konon menjadi warisan budaya  
tak ternilai harganya malah selama setengah 
abad “terkesan” dibiarkan larut tertelan 
zaman.
Pemerintah daerah Kabupaten Tapin 
maupun pemerintah Provinsi Kalimantan 
Selatan selalu saja berkutat untuk saling 
melempar tanggung jawab tak berujung 
tentang hilangnya situs itu, sementara zaman 
sudah berubah dengan hadirnya Undang-
Undang Pemajuan Kebudayaan yang tidak 
hanya berpesan tentang pemeliharaan 
tetapi juga pemanfaatan peninggalan sejarah 
bangsa.
Terhadap polemik itu, Dirjen 
Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid,  
menegaskan bahwa sesuai skala dari 
status Candi Laras tersebut segala bentuk 
pemeliharaan, pelestarian, dan pemanfaatan 
adalah tanggung jawab daerah setempat. Ini 
berbeda dengan skala yang bersifat nasional 
maka pemerintah pusat menjadi penanggung 
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Tanggung 
Jawab Siapa?
jawab pengelolaan.
Hilmar menjelaskan soal kewenangan 
penetapan cagar budaya yang dilakukan oleh 
pemerintah kabupaten/kota. "Jadi mesti Bupati 
atau Walikota dulu  yang menetapkan bahwa 
suatu situs, suatu bangunan, suatu kawasan 
dinyatakan sebagai cagar budaya," ujar Hilmar.  
Setelah ditetapkan dengan sendirinya terlindung 
oleh Undang-Undang nomor 11 2010 tentang 
Cagar Budaya sementara Direktorat Jenderal 
Kebudayaan Kemendikbud nantinya membantu  
soal pemberian peringkat, apakah peringkat 
daerah, provinsi, atau nasional.
 Jika kemudian cagar budaya tersebut 
dianggap memiliki nilai yang jauh lebih luas 
jangkauannya bukan hanya di kabupaten atau 
kota, melainkan sudah bertaraf nasional seperti 
Candi Prambanan, pemerintah pusat yang 
akan menetapkan. “Jadi intinya ujung tombak 
dari sebuah cagar budaya adalah daerah dulu," 
katanya singkat.
Dengan demikian menurut Hilmar, status 
peringkat nantinya akan mencerminkan bentuk 
tanggung jawab ter hadap status cagar budaya itu. 
Jika peringkat pro vinsi, gubernur setempatlah yang 
ber tanggung jawab memelihara dan memajukan 
obyek peninggalan sejarah itu. 
Hilmar menyebut contoh Candi  Borobudur,   
sekalipun saat ini bupati setempat tidak mene-
tapkan status cagar budayanya atau Monumen 
Nasional (Monas) oleh gubernur DKI Jakarta maka 
belum dapat disebut sebagai kawasan cagar 
budaya dan Kemendikbud tidak  berbuat apa-apa, 
namun setelah ditetapkan  sebagai cagar budaya 
baru dapat dilihat status Monas atau Borobudur 
memiliki arti penting untuk kemudian oleh 
Mendikbud diverifikasi dan diresmikan sebagai 
cagar budaya.
Indonesia saat ini memiliki 78.000 objek 
dan ribuan bangunan cagar budaya sementara 
pemerintah pusat praktis masih menangani semua 
itu. Ini terkesan kontroversial karena Kemendikbud 
memiliki keterbatasan dari sudut sumber dan 
keuangan, maka terpaksa fokus kepada cagar 
budaya yang memiliki peringkat nasional saja 
sebagai prioritas sambil membantu provinsi dan 
kabupaten/kota jika mereka mengajukan proposal 
yang dinilai layak mendapatkan  bantuan pusat.
Setelah diberlakukan otonomi daerah, 
menurut Hilmar, urusan kebudayaan adalah 
urusan wajib nonpelayanan dasar di daerah yang 
dibuktikan dengan adanya institusi dinas yang 
langsung menangani kebudayaan walaupun 
bukan pelayanan dasar seperti kesehatan atau 
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pendidikan .
 Hilmar juga menjelaskan bahwa keterlibatan 
pembantuan pemerintah pusat melalui dana alokasi 
khusus untuk proyek kebudayaan tidak selamanya 
berjalan mulus.  Misalnya, masalah pembenahan cagar 
budaya di Morotai yang sudah selesai dibangun  tetapi 
pemerintah setempat tidak berani menerimanya 
dengan alasan tidak memiliki anggaran cukup untuk 
mengelola objek tersebut, kemudian setelah berdialog 
hampir dua tahun baru terselesaikan setelah gubernur 
baru mengambil alih kebuntuan itu.
 Contoh lainnya, pembangunan monumen 
Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (PDRI) di 
Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat  
yang telah ditetapkan 2012 hingga hari ini masih belum 
tuntas walaupun proyek tersebut merupakan bentuk 
kerja sama lima kementerian terkait dengan budget 
cukup besar.
Hilmar menjelaskan tahun ini sedang disusun 
Pokok Pikiran Kebu dayaan Daerah (PPKD) sesuai 
amanat Undang-Undang 52 Tahun 2017. PPKD tersebut 
seperti meregistrasi apa saja kekayaan budaya yang ada 
di tiap-tiap daerah untuk kemudian dijadikan pijakan 
dalam membangun strategi kebudayaan.
 Dari 140 kabupaten kota yang sudah membuat 
PPKD itu, baru muncul kesadaran baru bagi daerah-
daerah yang ternyata memiliki beragam objek walaupun 
selama ini relatif  hanya diurus secara acak dan tidak 
sistematis.  “Kalau mengurusnya seperti ini sampai 
kapan pun gak akan bergerak  karena aset yang mau 
diurus atau mau dilindungi dan dikembangkan kita 
sendiri tidak tahu,” kata Hilmar.
Di tengah tantangan dan globalisasi zaman, 
Ditjen Kebudayaan bersama-sama pegiat kebudayaan 
terus berusaha membangun semangat kebudayaan 
di Indonesia melalui rangkaian pemberian anugerah 
kebudayaan. Ini salah satu langkah strategis untuk 
tetap mengaktualisasikan makna kebudayaan kepada 
generasi hari ini dan penerus masa depan Indonesia.
“Peran seniman dan budayawan tidak ternilai 
harganya," ucap Mendikbud Muhadjir Effendy ketika 
berbicara pada malam Anugerah Kebudayaan 2018  
sebagai bentuk apresiasi Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan terhadap proses pembangunan 
kebudayaan, khususnya ditujukan kepada insan yang 
berdedikasi hingga layak menerima gelar dan tanda 
kehormatan  Presiden RI, seperti Bintang Maha Putera, 
Bintang Budaya Parama Dharma, dan Satyalancana 
Kebudayaan.
Tahun ini terdapat 51 penerima Anugerah Kebu-
dayaan dan Maestro Seni Tradisi 2018 dengan kategori 
masing-masing terhadap dua orang penerima Bintang 
Budaya Parama Dharma, delapan orang   penerima 
Satyalancana Kebudayaan, sepuluh orang  penerima 
Kategori Anugerah Budaya Pelestari, sepuluh orang 
penerima kategori Anugerah Budaya Pecinta, Pelopor 
dan Pembaru, lima orang Penerima Anugerah Kebu-
dayaan Kategori Anak dan Remaja, lima orang  Pene-
rima Anugerah Kebudayaan Kategori Maestro Seni, 
tiga orang Penerima Anugerah Kebudayaan Kategori 
Pemerintah Daerah, enam orang  Penerima Anugerah 
Kebudayaan Kategori Komunitas, dan tiga orang  Pene-
rima Anugerah Kebudayaan Kategori Perorangan Asing.
Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid
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Dalam Anugerah Kebudayaan itu, Mendikbud 
menyampaikan bahwa kebudayaan harus dilestarikan 
dengan konsep yang baik serta perlu adanya masukan 
dari para pamangku kepentingan dalam bidang 
kebudayaan dan kesenian dalam pembuatan konsep 
yang baik.
 Sementara Direktur Jenderal Kebudayaan 
Kemen terian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar 
Farid, dalam sambutannya juga menyampaikan bah-
wa di tengah globalisasi ini, keteladanan para tokoh 
menjadi sumber inspirasi bagi generasi penerus seba-
gai penguat karakter bangsa. Ia juga menekankan 
bah wa sekecil apapun karya yang dihasilkan oleh 
seseorang atau komunitas yang peduli dan berde-
dikasi terhadap kebudayaan, terkandung nilai-nilai 
positif. 
“Karya seseorang atau komunitas tersebut 
tidak lahir begitu saja, tetapi melalui pencarian ilham, 
inspirasi, ide, gagasan, dan pemikiran,” ujarnya dengan 
menyebut bahwa penganugerahan kebudayaan 
tersebut merupakan   ajang silaturahmi para seniman 
dan budayawan sekaligus membangun kesadaran 
masyarakat dalam meningkatkan motivasi generasi 
muda untuk membangun dan mengembangkan 
kebudayaan Indonesia.  
Di antara penerima anugerah kebudayaan itu 
terdapat  seorang  Maestro Seni Tradisi, Kusraeni 
alias Abang Engkus, warga Kabayan Pandeglang 
Banten yang dinilai  berjasa  dalam memelihara dan 
mengembangkan seni tradisi silat ibing dan debus 
Banten. Selain itu, juga tercatat beberapa nama 
terkenal   menerima penghargaan kebudayaan 
dan Maestro Seni Tradisi antara lain R.J. Katamsi 
Martohardjo sebagai penerima Kategori Bintang 
Satyalancana Paramadharma, Ebiet G. Ade 
sebagai Penerima Kategori Bintang Satyalancana 
Kebudayaan dan Ashadi Siregar Bintang Satyalancana 
Paramadharma, serta Glen Fredly sebagai penerima 
kategori pencipta.
Sementara Pesta Kesenian Bali menerima 
penghargaan Kategori Komunitas bersama Inacraft 
dan Gerakan Rumah Asuh, sedangkan Indonesianis 
R. William Liddle menerima penghargaan dalam 
kategori Perorangan Asing, dan Budayawan Jose Rozal 
Manua serta Agus Suwage menerima penghargaan di 
kategori pencipta, pembaharu, dan pelopor.  
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Sekolah mandiri yang berdiri pada tahun 2016 ini 
mengedepankan model pembelajaran berbasis ICT dan berada 
di wilayah Kabupaten Banyumas. SMP Telkom Purwokerto 
mempunyai visi menjadi lembaga pendidikan yang bermutu 
dengan standar internasional untuk membentuk insan 
berkarakter unggul serta kreatif, energik, religius, dan disiplin. 
Mengintip SMP Telkom 
Purwokerto
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S ebagai salah satu sekolah yang mengedepankan 
informasi dan tekhnologi 
digital, kami juga 
mengembangkan nilai-nilai 
integritas, harmonis, dan 
excellent dalam berbagai 
kegiatan baik di dalam 
maupun di luar kelas. SMP 
Telkom Purwokerto memiliki 
sistem pendidikan full 
day school yang diisi oleh 
pembelajaran intrakurikuler, 
kokurikuler, maupun 
ekstrakurikuler.
Edisi III / 2018 - 31
Feature Reporting
Creative at the 
academy
Dalam 
kegiatan belajar 
mengajar sekolah 
ini menggunakan 
sistem daring dengan 
memanfaatkan 
google classroom dan 
mempunyai situs 
e-learning SMP Telkom 
Purwokerto. Hal ini 
memudahkan siswa 
dalam penguatan 
materi pembelajaran, 
pelatihan soal,  penugasan yang diberikan 
oleh guru, serta penerapan program sukses 
UNBK melalui aplikasi digital.
Pada kegiatan intrakurikuler, sekolah 
ini mempunyai muatan lokal berbasis ICT 
yaitu web junior progamming, sedangkan 
untuk ekstrakurikulernya terdapat nuansa 
IT yang kental seperti desain grafis, 
progamming games, dan robotik. Dengan 
adanya ekstrakurikuler tersebut, sekolah 
ini memiliki keunikan tersendiri yang 
membedakan dengan sekolah lainnya di 
wilayah Kabupaten Banyumas. Untuk ke 
depannya, diharapkan siswa yang lulus dari 
sekolah ini mempunyai kemampuan lebih pada 
bidang tekhnologi digital. 
Selain itu, kreativitas siswa SMP Telkom 
Purwokerto juga telah ditorehkan dalam berbagai 
lomba di antaranya: Olimpiade TIK tingkat SMP, 
Olimpiade nasional mata pelajaran Matematika, 
IPA, dan IPS, lomba FLS2N Bahasa Indonesia dan 
Story Telling Bahasa Inggris. Keikutsertaan kami 
dalam berbagai lomba bertujuan untuk mengasah 
kemampuan dan bakat siswa yang berprestasi 
pada bidangnya.
Energetic is fun
Telkom school tidak membatasi kegiatan 
siswa hanya dengan aktivitas akademik. Kami 
menorehkan pula prestasi di bidang olah raga 
seperti: lompat tinggi, taekwondo, dan pencak silat. 
Selain itu, kami berperan dalam ragam 
seni dengan mengikuti lomba lukis antar SMP. 
Kegiatan positif yang menyenangkan bagi siswa 
juga terkemas dalam ektrakurikuler pramuka dan 
drumband.
Religious education is important 
Pengembangan religi begitu kental terasa 
dalam kegiatan pagi barokah yang meliputi: tahfiz 
Alqur’an dan sholat dhuha berjamaah (bagi yang 
beragama Islam) serta pendalaman Al Kitab (bagi 
yang beragama non-Islam).
Semangat agamis didukung pula oleh 
internal sekolah dengan adanya beasiswa 
bagi yang hafal juz Alqur’an. Hal inilah yang 
membuat keistimewaan di sekolah ini karena 
mengembangkan budaya spiritual.
Discipline is everything
Sebagai salah satu sekolah yang mempunyai 
banyak aktivitas baik akademik maupun non aka-
demik, kami tetap membudayakan kedisiplinan. 
Rutinitas seperti kegiatan belajar mengajar yang 
tepat waktu, pemakaian seragam sekolah dan 
atribut yang lengkap sesuai jadwal, dan adanya 
apel pagi setiap hari senin menjadi acuan bersikap 
disiplin bagi siswa. 
SMP Telkom Purwokerto merupakan sekolah 
yang mengintegrasikan perkembangan pendidikan 
ICT bagi siswa, hal tersebut menjadi ciri khas 
tersendiri di Kabupaten Banyumas. SMP Telkom 
Purwokerto menjadi salah satu sekolah unggulan 
berbasis informasi dan tekhnologi digital yang 
melahirkan generasi keren (kreatif, energik, religius, 
disiplin). (emte)
Meshy Darmayanti, guru IPA
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1. Juara 1 Taekwondo Nasional 2017
2. Juara 1 /B. U-49 Kg Pa Taekwondo Mtc Cup 2017 
Tingkat Diy Jateng
3. Juara 1 Kyorugi Male-Under 49 Dwcu Open Taekwondo 
International Championship 2017
4. Juara 1 Kyorugi Pemula Cadet Putra Under 53 Kg 
Tingkat Provinsi 2017
5. Juara 2 Taekwondo Kejurnas Bandung Invitations 2017
6. Juara 1 Pencak Silat Kejurnas Unsoed Open 2017
7. Juara 2 Taekwondo Kejurnas Unsoed Open 2017
8. Juara 1 Kejurnas Taekwondo Invitation Bandung 2017
9. Juara 1 Kejurnas Taekwondo Al-Irsyad Open 2017
10. Juara 2 Kejurnas Taekwondo Al-Irsyad Open 2017
11. Juara 1 Kejurnas Paku Bumi Open (Pencak Silat) 2017
12. Juara 2 Lompat Tinggi Tingkat Kabupaten 2018
13. Finalis Eec Tingkat Nasional (Bahasa Inggris, 
Matermatika Dan Ipa) 2017
14. Juara 1 Pencak Silat Tingkat Nasional 2018
15. Juara Harapan 1 Fls2n Tingkat Kabupaten Desain Grafis 
2018
16. Juara 1 Lomba Spelling 2017
17. Juara 1 Eec Tingkat Provinsi (Lomba Bahasa Inggris) 
2018
18. Finalis Eec Tingkat Nasional (Lomba Mipa) 2018
19. Juara Harapan 1 Pra-Osn Tingkat Kabupaten 2018
20. Finalis Eec Tingkat Nasional (Lomba Bahasa Inggris) 
2018
21. Finalis Eec Tingkat Nasional (Lomba Matematika) 2018
22. Finalis Eec Tingkat Nasional (Lomba Ipa) 2018
23. Juara 2 Kelas L Putra Remaja Dasar Tingkat Kabupaten 
2018
PRESTASI SISWA
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Sejak terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 66 Tahun 2015 
tentang manajemen risiko di lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, hingga saat ini penerapan 
manajemen risiko baru dilakukan sebagai pemenuhan 
kebutuhan kepatuhan (compliance) terhadap tuntutan 
Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara. 
OPTIMALISASI MANAJEMEN RISIKO 
DI LINGKUNGAN Kemendikbud
B eberapa hal yang menjadi tantangan dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan adalah belum terciptanya kesadaran 
risiko di lingkungan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Sebagai contoh, auditor di 
salah satu inspektorat belum memahami bahwa 
mereka harus melakukan audit yang berdasarkan 
manajemen risiko. 
Terkait dengan audit yang berbasis risiko, 
sebenarnya telah dicanangkan Risk Based 
Audit sejak tahun 2011/2012, namun belum 
seluruh auditor menjalankannya dan belum 
terdokumentasi secara menyeluruh. Pada tahun 
2016, sudah dilakukan intervensi dengan cara 
memaksa auditor untuk menjalankan audit 
berbasis risiko. 
Di dalam Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan sendiri, proses penerapan 
manajemen risiko masih belum seragam 
antara direktorat yang satu dan lainnya. Hal 
ini disebabkan belum adanya manual, atau 
prosedur operasi standar terkait manajemen 
risiko. Ketiadaan manual ini juga ditengarai 
menyebabkan munculnya persepsi yang berbeda 
terkait dengan manajemen risiko, bahwa 
Oleh: Sanusi
(Sekretaris Itjen Kemendikbud)
HASIL ASESMEN:
SURVEI TINGKAT KEMATANGAN MANAJEMEN  RISIKO
Total responden adalah sebanyak 45 orang, dengan response rate sebesar 87%. 
• Secara keseluruhan, tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan berada pada rentang nilai 2.5 < X ≤ 3.5 dan masuk ke dalam kategori defined. 
• Skor 2.58 berarti bahwa telah ada standar penerapan manajemen risiko, prinsip-prinsip manajemen risiko
yang terdokumentasi dan terselenggaranya pelatihan dasar manajemen risiko.
Interval Skor Tingkat Kematangan Manajemen Risiko
0 < X ≤ 1,5 Naïve (Initial) Formalisasi sangat rendah, tidak tersedia dokumentasi, tidak
ada bentuk komunikasi
1,5 < X ≤ 2,5 Aware 
(Repeatable)
Diatur secara informal, terdefinisi, tidak ada bentuk pelatihan
dan komunikasi
2,5 < X ≤ 3,5 Defined Terstandarisasi, ada prinsip-prinsip yang ditetapkan dan
terdokumentasi, terselenggaranya pelatihan dasar
3,5 < X ≤ 4,5 Managed Diawasi, prinsip-prinsip dijalankan, kepatuhan teruji, dan terus
ditingkatkan
4,5 < X ≤ 5 Enabled 
(Optimized)
Optimal, prinsip, dan proses manajemen risiko terintegrasi
dalam manajemen proses
HASIL ASESMEN:
SURVEI TINGKAT KEMATANGAN MANAJEMEN  RISIKO
Dimensi Skor Bobot Bobot x Skor
Internal Environment 2.8 25% 0.707
Objective Setting 2.8 15% 0.413
Event Identification 2.6 10% 0.257
Risk Assessment 2.4 10% 0.237
Risk Response 2.3 10% 0.228
Control Activity 2.5 10% 0.249
Information and Communication 2.6 10% 0.256
Monitoring 2.3 10% 0.234
100% 2.581
Total responden adalah sebanyak 45 orang, dengan response rate sebesar 87%. 
• Secara keseluruhan, tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan berada pada rentang nilai 2.5 < X ≤ 3.5 dan masuk ke dalam kategori defined. 
• Skor 2.58 berarti bahwa telah ada standar penerapan manajemen risiko, prinsip-prinsip manajemen risiko
yang terdokumentasi dan terselenggaranya pelatihan dasar manajemen risiko.
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dengan menunjukan penyimpangan itu berarti 
memperlihatkan keburukan bagiannya. Padahal, 
dalam perspektif manajemen risiko, hal tersebut 
akan menjadi salah satu temuan dalam identifikasi 
risiko yang kemudian akan diukur dan dibuatkan 
rencana mitigasi risiko. Pemahaman akan 
pentingnya manajemen risiko juga belum menjadi 
satu hal yang terinternalisasi dan belum ada 
kesadaran bahwa implementasi manajemen risiko 
akan memberikan nilai tambah serta perlindungan 
organisasi. Sejauh ini, manajememen risiko 
kembali hanya dilakukan sebagai formalitas. 
Hal lain yang menjadi tantangan dalam 
penerapan manajemen risiko adalah kurangnya 
kompetensi fungsional akan manajemen risiko 
dari sebagian besar pegawai di lingkungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal 
ini disebabkan pelatihan tentang manajemen 
risiko memang belum pernah dilaksanakan. 
Pengembangan kompetensi fungsional terkait 
manajemen risiko baru dilakukan atas inisiatif 
pribadi pegawai melalui Pelatihan Kantor Sendiri 
(PKS). Tanpa adanya pemahaman teknis tentang 
manajemen risiko, akan sulit bagi para pegawai 
untuk dapat menerapkan manajemen risiko pada 
direktorat masing-masing, mengingat setiap 
direktorat akan mempunyai konteks dan sasaran 
kinerja yang berbeda. 
Oleh karena itu, melalui  Inspektorat 
Jenderal, Kemendikbud berupaya membuat 
petunjuk teknis yang memudahkan pengelolaan 
risiko agar kemungkinan dan dampak risiko 
yang dapat menghambat pencapaian sasaran 
organisasi dapat diminimalisasi. Struktur dan 
tata laksana manajemen risiko yang dirancang 
dalam petunjuk teknis tersebut diharapkan 
mampu memperkuat dan menunjang efektivitas 
pengendalian intern di lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 
Hal tersebut merupakan upaya optimalisasi 
manajemen risiko yang sudah diatur dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 66 Tahun 2015. 
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Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah sejak 
tahun 2010 hingga 2025 telah membuat banyak perubahan, 
pada lembaga Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam 
lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah 
dilaksanakan dengan baik. Permasalahannya, reformasi birokrasi 
tersebut baru menyentuh aspek yang terlihat di permukaan, 
masih banyak masalah mendasar yang belum dilakukan, 
yaitu pola pikir (mindset) auditor yang keliru tentang 
“pembinaan”, independensi auditor tugas, integritas 
lembaga pengawasan, pembiayaan pengawasan, dan 
perencanaan pengawasan yang masih manual. 
Reformasi Birokrasi APIP, 
Pekerjaan Besar yang Belum Tuntas
S ebagai instansi auditor internal, Inspektorat Jenderal (Itjen) mempunyai fungsi melakukan penjaminan kualitas (quality 
assurance) terhadap aktivitas organisasi auditan. 
Haryono Umar dalam bukunya Strategic Control 
(2006:104) menyatakan “Aktivitas auditor intern 
ditujukan untuk memberikan jasa quality assurance 
terhadap informasi mengenai kegiatan organisasi 
dan penyusunan pertanggungjawaban. Quality 
assurance merupakan jasa pengujian bukti secara 
objektif guna memberikan penilaian mengenai 
strategi, praktik manajemen risiko, sistem 
pengendalian, dan praktik good governance”. 
Dengan demikian, tugas dan fungsi auditor 
internal adalah untuk meyakinkan bahwa auditan 
terbebas dari risiko. Risiko organisasi auditan 
yang dapat terjadi antara lain target tidak tercapai, 
inefisiensi, kerugian negara, korupsi, kesalahan 
pencatatan, kegagalan program, dan sebagainya.
Terhadap merebaknya tuntutan terwujudnya 
good governance, kini profesi internal audit 
banyak mendapat sorotan, terutama terkait 
dengan peranannya untuk membantu melakukan 
pencegahan dan/atau pemberantasan korupsi. 
Sorotan tersebut setidaknya berasal dari Ketua 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang 
menyatakan, “aparat pengawasan internal belum 
berkontribusi siginifikan dalam pencegahan dan 
pemberantasan korupsi.” (Republika, 27 Mei 2018).
Fenomena belum optimalnya APIP dalam 
melaksanakan tugas setidaknya dapat dilihat dari 
beberapa fakta-fakta dan data-data. Di antaranya 
(1)  Rendahnya nilai indeks persepsesi korupsi, 
(2) Tingginya jumlah tindak pidana korupsi yang 
ditangani oleh KPK; dan (3) Tingginya temuan 
pemeriksaan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK-
RI)
Kondisi APIP Kemendikbud
Reformasi birokrasi di lingkungan 
Kemendikbud sudah dilaksanakan sejak tahun 
2009, dimulai dengan tiga area program 
perubahan, yaitu: penataan organisasi, penataan 
SDM, dan penataan tata laksana. Pada tahun 
2011, sejak diterbitkannya Peraturan Presiden 
Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 
2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
2010–2014, program area perubahan reformasi 
birokrasi di kementerian/lembaga telah diperluas 
Oleh: Dr. Harsono, M.Si. 
(Auditor Itjen Kemendikbud)
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menjadi delapan program, yaitu: 1) manajemen 
perubahan; 2) penataan penguatan organisasi; 
3) penataan tata laksana; 4) penataan peraturan 
perundang-undangan; 5) penataan sistem 
manajemen SDM aparatur; 6) penguatan 
pengawasan; 7) penguatan akuntabilitas kinerja; 
dan 8) peningkatan kualitas layanan publik. 
Berdasarkan hasil penilaian oleh Kemen-
PAN dan RB selaku Tim Reformasi Birokrasi 
Nasional, Kemendikbud direkomendasikan untuk 
mendapatkan tunjangan kinerja.
Permasalahan yang masih dihadapi
Berdasarkan pengamatan dan data empiris, 
penulis menemukan sejumlah masalah besar 
terkait dengan proses reformasi birokrasi di Itjen 
Kemendikbud yang nampaknya banyak berfokus 
pada hal-hal yang bersifat artifisial sehingga 
secara tampak mata seakan permasalahan 
terkait dengan kinerja aparat pengawasan telah 
selesai dan dapat berjalan dengan baik, padahal 
permasalahan mendasar belum tersentuh dalam 
proses reformasi birokrasi. Seperti fenomena 
gunung es (ice berg phenomenon) penyelesaian 
reformasi birokrasi aparat pengawasan hanya 
menangani hal yang tampak dan permukaan, 
tetapi masalah yang tak kasat mata dari aparat 
pengawasan belum ditangani oleh pihak terkait. 
Dengan demikian, dalam praktik pengawasan 
di lapangan, aparat pengawasan belum dapat 
bekerja secara optimal. Hasil-hasil pengawasan 
pun belum dapat memberikan penjaminan mutu 
yang memadai bagi auditan. Sebagai akibatnya, 
auditan masih belum dapat terhindar dari risiko 
organisasi, seperti kebocoran, keterlambatan, 
penyimpangan, kelebihan, dan sebagainya. 
Apabila ditelusuri lebih jauh, sejumlah 
permasalahan mendasar yang dihadapi oleh 
aparat pengawasan adalah sebagai berikut.
1.  Pola pikir (mindset) auditor
Berdasarkan pengalaman penulis, masih 
ditemukan terjadinya kesalahan mendasar 
dalam pola pikir aparat pengawasan, kesalahan 
tersebut adalah terbangunnya mindset di kalangan 
auditor dan auditan bahwa Itjen adalah aparat 
pengawasan internal yang lingkup pekerjaannya 
adalah bersifat “pembinaan" sehingga yang terjadi 
adalah ketika auditan melakukan kesalahan 
cenderung untuk dimaafkan dengan harapan 
tidak terjadi di kemudian hari. Begitu seterusnya 
pada kesempatan audit berikutnya hal yang 
sama terulang lagi karena auditor yang datang 
mengaudit adalah auditor yang berbeda tetapi 
dengan mindset yang sama.
2. Independensi auditor
Hubungan kerja auditor dengan auditan 
ternyata dipengaruhi oleh budaya masyarakat 
Indonesia yang memperlakukan tamu dengan 
memberikan pelayanan sebagai bentuk peng-
hormatan. Layanan minimal yang diberikan oleh 
auditan kepada auditor adalah penjemputan 
dan pengantaran dari dan ke bandar udara, 
penjemputan dari hotel ke kantor tempat tugas 
dan mengantar kembali ke hotel, layananan 
lainnya berupa pemberian konsumsi makan siang 
dan kudapan di kantor, pada beberapa auditan 
jamuan makan siang kadang dilakukan di rumah 
makan di luar kantor, masih juga ditambah makan 
malam dengan cara auditan menjemput auditor 
ke hotel dan makan malam di rumah makan. 
Pada akhir audit, lazimnya auditan memberikan 
oleh-oleh berupa makanan atau kerajinan khas 
setempat. Bahkan masih ada juga auditan yang 
memberikan uang sebagai ucapan terima kasih 
atas “jasa pembinaan” yang sudah dilakukan oleh 
auditor.
3. Integritas lembaga pengawasan
Menurut Rianto (2009), potensi masalah 
penyebab korupsi adalah: 1. Sistem  yang kurang 
baik atau yang tidak dilaksanakan secara benar, 
seperti sistem politik yang sarat dengan money 
politics, adanya mafia yang menentukan sistem 
ekonomi, dan adanya mafia di peradilan; 2. 
Integritas moral pejabat dan masyarakat yang 
rendah, suka menempuh jalan pintas dengan 
menghalalkan segala cara; 3. Remunerasi  yang 
tidak layak dalam arti belum cukup untuk hidup 
secara layak; 4. Kontrol atau pengawasan yang 
lemah baik internal maupun eksternal, serta 
self control yang menimbulkan peluang untuk 
melakukan korupsi; 5. Budaya taat kepada 
hukum yang lemah sehingga tidak tahu lagi mana 
yang salah mana yang benar, bahkan ada pameo 
pembuatan hukum adalah untuk dilanggar.
4. Pembiayaan pelaksanaan audit
Ketentuan yang digunakan untuk pembi-
ayaaan perjalanan dinas bagi PNS termasuk 
auditor Itjen Kemendikbud mengacu pada 
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Standar Biaya Umum (SBU) atau disebut juga 
Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2015 yang 
ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui 
Peraturan Menteri Keuangan. Dalam SBU berisi 
acuan harga satuan maksimal yang ditetapkan 
oleh Kementerian Keuangan untuk kementerian 
atau lembaga pemerintah yang ada di Indonesia 
yang wajib diacu/digunakan di dalam menyusun 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) K/L tahun 2015. 
Secara umum peraturan ini menetapkan standar 
harga/tarif yang diberikan kepada petugas 
perjalanan dinas meliputi empat komponen 
biaya, yaitu pertama, perjalanan dinas lokal dari 
rumah yang bersangkutan ke bandara pulang-
pergi; kedua, biaya tiket pesawat dan boarding 
pass pulang pergi; ketiga, biaya perjalanan lokal 
dari bandara tujuan ke lokasi tujuan pulang-
pergi; serta keempat, ada uang harian. Sistem 
pembiayaan seperti ini dikenal dengan sistem 
at cost pembayaran dan pertanggungjawaban 
perjalanan dinas mengharuskan pengeluaran-
pengeluaran dibuktikan dengan kuitansi pemba-
yaran, khususnya untuk tiket pesawat dan hotel/
penginapan. 
Sistem pembiayaan perjalanan dinas auditor 
dengan menggunakan standar pembiayaan 
yang sama dengan PNS lain sangat tidak tepat. 
Hal ini disebabkan durasi waktu tugas auditor 
cukup lama, yaitu sekitar 10 sampai dengan 
20 hari. Dalam kurun waktu yang cukup lama 
tersebut, kebutuhan pengeluaran di lapangan pun 
berbeda. Berdasarkan pengamatan di lapangan, 
ternyata uang harian tidak hanya digunakan 
untuk makan, transport lokal, dan uang saku 
saja, melainkan ada pengeluaran lain yang belum 
terbiayai dari uang harian tersebut, antara lain 
biaya cuci pakaian (laundry), biaya komunikasi 
baik kedinasan maupun keluarga, bagi auditor 
pria yang pasangannya tidak bekerja tentu harus 
meninggalkan biaya hidup selama tugas, biaya 
berobat saat sakit, dan sebagainya.
Perilaku auditor dalam melakukan 
pertanggungjawaban sangat memprihatinkan. 
Guna mendapatkan penghasilan lebih, auditor 
tidak segan-segan untuk membuat bukti-
bukti pertanggungjawaban yang fiktif. Untuk 
tiket pesawat dibuat tiket dengan harga yang 
maksimal dalam pagu anggaran, bahkan juga 
memanipulasi jenis pesawat yang digunakan. Saat 
berangkat dan pulang menggunakan pesawat 
maskapai yang memiliki tarif murah tetapi dalam 
memberikan pertanggungjawaban menggunakan 
tiket maskapai yang bertarif jauh lebih mahal. 
Selisih itulah yang dimanfaatkan oleh auditor 
untuk menambah penghasilannya. Demikian 
pula halnya dengan hotel/penginapan, auditor 
bisa jadi hanya menginap di hotel kelas melati 
atau di kelas bintang dua, satu kamar dihuni oleh 
dua orang, tetapi dalam pertanggungjawaban 
biaya hotel dibuat menginap di hotel bintang dua 
masing-masing satu kamar, selisih pembayaran 
tersebut diambil juga untuk menambah 
penghasilan auditor. Modus lain dalam manipulasi 
pertanggungjawaban perjalanan dinas ini adalah 
auditor mendapatkan penugasan selama 14 hari, 
tetapi dalam waktu 10 hari sudah selesai atau 
dinyatakan selesai, dalam pertanggungjawabannya 
auditor membuat tiket pesawat, boarding pass, 
bill hotel, semuanya dibuat berangkat dan pulang 
seolah-olah tetap 14 hari. Dalam melakukan 
pertanggungjawaban fiktif ini, auditor biasanya 
menggunakan jasa biro perjalanan tempat 
membeli tiket atau hotel tempat menginap, untuk 
jasa ekstra tersebut biro perjalanan dan hotel 
mengenakan tarif penyediaan bukti perjalananan 
dinas fiktif.
Fenomena ini sangat marak pada 2008 
sampai dengan 2011 sehingga hal ini menjadi 
temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) 
dengan nilai kerugian negara yang cukup besar 
yang menimbulkan konsekuensi pengembalian 
uang ke kas negara oleh para auditor. Pada tahun 
2012 hingga sekarang, perilaku ini masih terjadi 
dalam skala kecil, yaitu hanya dilakukan oleh 
sebagian kecil pegawai yang belum mengubah 
perilakunya. Hal ini dibuktikan dari hasil temuan 
aparat internal auditor. Berdasarkan fakta-
fakta tersebut, dapat ditarik benang merah 
antara sistem at cost dalam pembayaran dan 
pertanggungjawaban perjalanan dinas PNS telah 
memberikan dampak negatif terhadap perilaku 
auditor. Hal ini disebabkan oleh rendahnya 
uang harian yang diterima auditor dan sistem 
pertanggungjawaban yang memiliki potensi untuk 
dimanipulasi.
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5. Perencanaan pengawasan
Jumlah auditor tidak sebanding dengan 
jumlah auditan, instansi yang harus diawasi 
relatif banyak, baik instansi maupun jenis 
pro gram yang harus diawasi. Berdasarkan 
data yang dipublikasikan oleh Pusat Statistik 
Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010, 
jumlah Sekolah Dasar sebanyak 143.252 unit, 
Sekolah Menengah Pertama sebanyak 29.866 unit, 
Sekolah Menengah Atas sebanyak 11.036 unit, 
Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 8.399 unit. 
Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 
22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
sesungguhnya pengelolaan pendidikan termasuk 
sekolah di dalamnya menjadi kewenangan peme-
rintah daerah (kabupaten/kota) demikian juga 
pengawasannya diserahkan kepada daerah baik 
oleh pengawas sekolah maupun Inspektorat 
kabupaten/kota. Namun demikian, pada imple-
men tasinya ternyata urusan sekolah tidak dapat 
lepas sepenuhnya dari pusat. Masih banyak dana 
yang disalurkan kepada pemerintah provinsi beru-
pa dana dekonsentrasi dari sumber Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang perun-
tukannya antara lain untuk sekolah, baik negeri 
maupun swasta. Di samping itu, juga ada dana 
blockgrant yang disalurkan langsung oleh peme-
rintah pusat ke satuan-satuan pendidikan. 
Tidak hanya ke sekolah saja, dana APBN 
juga disalurkan melalui dinas pendidikan provinsi 
yang berjumlah 33 unit, dinas pendidikan 
kabupaten/kota sebanyak 491 unit. Secara 
kewenangan, selama dana yang digunakan untuk 
kegiatan maupun untuk lembaga menggunakan 
dana APBN, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan memiliki tugas untuk mengawasi 
dan mengendalikan pemanfaatan anggaran 
tersebut, dan tugas tersebut dilaksanakan oleh 
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Selain sasaran pemeriksaan di 
daerah, terdapat sasaran pada unit utama pusat, 
unit pelaksana teknis, dan instansi vertikal di 
daerah. 
Dengan membandingkan jumlah auditor 
yang hanya 335 orang dengan jumlah sasaran 
yang begitu banyak, sudah barang tentu 
pelaksanaan pengawasan tidak dapat berjalan 
optimal karena perencanaan audit belum semua 
menggunakan metode audit berbasis risiko/ABR 
(Risk Base Audit). ABR memungkinkan auditor 
untuk menentukan auditan ada pada level risiko 
organisasi dengan menggunakan analisis risiko, 
hanya auditan dengan tingkat risiko tinggi yang 
mendapat prioritas untuk diaudit. 
Tugas aparat pengawasan intern peme-
rintah menjadi lebih berat dengan terbitnya 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme karena aspek 
yang mengemuka adalah meningkatnya peran 
lembaga-lembaga pengawasan. Bertambahnya 
tanggung jawab ini seharusnya mendorong 
pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan 
peranan institusi pengawasan internnya sebagai 
upaya awal untuk menciptakan akuntabilitas, 
transparansi, dan partisipasi yang semakin baik. 
Reformasi birokrasi akan berhasil antara 
lain jika salah satu pilar birokrasi yaitu APIP 
mendapatkan perhatian yang memadai, langkah-
langkah yang dapat dijadikan alternatif untuk 
menuntaskan reformasi APIP antara lain (1) 
Mengubah pola pikir (mindset) auditor yang 
semula sebagai aparat “pembinaan” menjadi 
aparat pengawasan yang dapat memberikan 
jaminan kualitas kepada auditan agar terhidar dari 
risiko organisasi, di saat yang sama juga dapat 
menegakkan aturan main mana kala auditan 
melanggarnya. (2) Menjaga dan memfasilitasi 
agar auditor tetap bisa independen dalam 
melaksanakan tugas, dengan cara meminimalisasi 
terjadinya gangguan independen seperti 
pemberian layanan dari auditan. Hal ini dapat 
dilakukan dengan memberikan pembiayaan 
yang memadai untuk kebutuhan selama proses 
audit. (3) Menerapkan sistem pembiayaan khusus 
bagi auditor yang memadai sesuai dengan 
kebutuhan nyata di lapangan, dapat memenuhi 
semua komponen pengeluaran yang lazim 
selama proses audit. (4) Melaksanakan tugas 
pengawasan dengan menggunakan metode audit 
berbasis risiko yang memungkinkan auditor untuk 
menentukan prioritas audit berdasarkan analisis 
risiko pada semua auditan, baik satuan kerja 
maupun program. 
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Peran pengawas sekolah (PS) makin hari makin menjadi kunci 
penentu maju mundurnya kualitas satuan pendidikan untuk 
berkompetensi dalam pelataran global sehingga kebijakan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan 
pendidikan merata berkualitas sangat bergantung dengan 
sinergisitas itu.
MENAKAR KREDIBILITAS 
PENGAWAS SEKOLAH
J ulukan PS tersebut sebenarnya bukan hal baru. Sebab, di era penjajahan pun sudah dikenal sebagai ujung tombak 
perbaikan dunia pendidikan dan sosok yang 
disegani oleh siswa, guru, dan pengurus 
sekolah di lingkungan kerjanya.
Tugas pokok pengawas sekolah tidak 
lain   adalah melakukan penilaian dan 
pembinaan dengan melaksanakan fungsi-
fungsi supervisi, baik supervisi akademik 
maupun supervisi manajerial. Tugas pokok 
dan fungsi  tersebut  mencakup  minimal  
tiga kegiatan yang harus PS laksanakan  
sebagai pengawas, yakni pertama, melakukan 
pembinaan pengembangan kualitas sekolah, 
kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan 
kinerja seluruh staf sekolah. Kemudian 
kedua, melakukan evaluasi dan monitoring 
pelaksanaan program sekolah beserta 
pengembangannya. Ketiga, melakukan 
penilaian terhadap proses dan hasil program 
pengembangan sekolah secara kolaboratif 
dengan stakeholder sekolah.
Kadang-kadang terjadi “kecemburuan” 
di antara sesama rekan seprofesi seperti 
guru  yang selintas menilai bahwa kedudukan 
PS terkesan begitu istimewa dan menjadi 
malaikat pencabut nyawa di sebuah satuan 
pendidikan. Kedudukan PS memiliki peran 
penting karena dilindungi oleh beberapa 
regulasi seperti Surat Keputusan Men-PAN 
RB nomor 118 tahun 1996 tentang jabatan 
fungsional pengawas dan angka kreditnya,  
lalu Keputusan bersama Mendikbud 
nomor 03420/O/1996 dan Kepala Badan 
Administrasi Kepegawaian Negara nomor 38 
tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan 
jabatan fungsional pengawas, serta 
Keputusan Mendikbud nomor 020/U/1998 
tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan 
fungsional pengawas sekolah dan angka 
kreditnya.
Dengan demikian, terjawab bahwa   
tugas pokok dan tanggung jawab pengawas 
sekolah meliputi pelaksanaan pengawasan 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah 
sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, 
SLB, SLTP, dan SLTA serta meningkatkan 
kualitas proses belajar-mengajar/bimbingan 
dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa 
dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
Tugas pokok yang pertama merujuk 
pada supervisi atau pengawasan manajerial, 
sedangkan tugas pokok yang kedua merujuk 
pada supervisi atau pengawasan akademik. 
Pengawasan manajerial pada dasarnya 
memberikan pembinaan, penilaian, dan 
bantuan/bimbingan mulai dari rencana 
program, proses, sampai dengan hasil. 
Bimbingan dan bantuan diberikan 
kepada kepala sekolah dan seluruh staf 
sekolah dalam pengelolaan sekolah atau 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah 
untuk meningkatkan kinerja sekolah. 
Oleh: Dedi Linggajaya 
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Pengawasan akademik berkaitan dengan 
membina dan membantu guru dalam 
meningkatkan kualitas proses pembelajaran/
bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa.
Adapun wewenang yang diberikan 
kepada pengawas sekolah meliputi (1) 
memilih dan menentukan metode kerja 
untuk mencapai hasil yang optimal dalam 
melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai 
dengan kode etik profesi, (2) menetapkan 
tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya 
yang diawasi beserta faktor-faktor yang 
mempengaruhinya, (3) menentukan atau 
mengusulkan program pembinaan serta 
melakukan pembinaan. 
Wewenang tersebut menyiratkan adanya 
otonomi pengawas untuk menentukan 
langkah dan strategi dalam menentukan 
prosedur kerja kepengawasan. Otoritas inilah 
terkadang ditafsirkan berlebihan sebagai 
“malaikat pencabut nyawa” bagi guru-guru 
yang diawasinya. Padahal, pada prinsipnya 
sebenarnya  pengawas perlu berkolaborasi 
dengan kepala sekolah dan guru agar dalam 
melaksanakan tugasnya sejalan dengan arah 
pengembangan sekolah yang telah ditetapkan 
kepala sekolah.
Tugas dan fungsi PS sebenarnya 
cukup berat, tetapi keberhasilan sosok PS 
secara factual akan banyak meringankan 
beban tugas inspektorat dalam melakukan 
audit. Sebab, semua ini terkait dengan 
tugas dan tanggung jawab pengawas yang  
mencakup  (1) inspecting (mensupervisi), 
(2) advising (memberi advis atau 
nasihat), (3) monitoring (memantau), 
(4) reporting (membuat laporan), 
(5) coordinating (berkoordinasi) dan 
(6) performing leadership dalam arti memimpin 
dalam melaksanakan kelima tugas pokok 
tersebut.  
Tugas pokok inspecting (mensupervisi) 
meliputi tugas mensupervisi kinerja kepala 
sekolah, kinerja guru, kinerja staf sekolah, 
pelaksanaan kurikulum/mata pelajaran, 
pelaksanaan pembelajaran, ketersediaan 
dan pemanfaatan sumber daya, manajemen 
sekolah, dan aspek lainnya seperti keputusan 
moral, pendidikan moral, dan kerja sama 
dengan masyarakat.
Tugas pokok advising (memberi advis/
saran) meliputi advis mengenai sekolah 
sebagai sistem, memberi advis kepada guru 
tentang pembelajaran yang efektif, memberi 
advis kepada kepala sekolah dalam mengelola 
pendidikan, serta memberi advis kepada tim 
kerja dan staf sekolah dalam meningkatkan 
kinerja sekolah, memberi advis kepada orang 
tua siswa dan komite sekolah terutama dalam 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pendidikan.
Tugas pokok monitoring/pemantau-
an meliputi tugas: memantau penjaminan/
standar mutu pendidikan, memantau 
penerimaan siswa baru, memantau 
proses dan hasil belajar siswa, memantau 
pelaksanaan ujian, memantau rapat guru dan 
staf sekolah, memantau hubungan sekolah 
dengan masyarakat, memantau data statistik 
kemajuan sekolah, dan memantau program-
program pengembangan sekolah.
Tugas pokok reporting meliputi tugas 
melaporkan perkembangan dan hasil 
pengawasan kepada kepala dinas pendidikan 
kabupaten/kota, provinsi, dan/atau nasional, 
melaporkan perkembangan dan hasil 
pengawasan ke masyarakat, melaporkan 
perkembangan, dan hasil pengawasan ke 
sekolah binaannya.
Tugas pokok coordinating meliputi tugas 
mengkoordinasikan sumber-sumber daya 
sekolah baik sumber daya manusia, material, 
finansial, dan lain-lain, mengkoordinasikan 
kegiatan antarsekolah, mengkoordinasikan 
kegiatan pre-service dan in service training bagi 
kepala sekolah, guru, dan staf sekolah lainnya, 
mengkoordinasikan personel stakeholder yang 
lain, dan mengkoordinasikan pelaksanaan 
kegiatan inovasi sekolah.
Tugas pokok performing leadership/
memimpin meliputi tugas memimpin 
pengembangan kualitas SDM di sekolah 
binaannya, memimpin pengembangan 
inovasi sekolah, partisipasi dalam meminpin 
kegiatan manajerial pendidikan di dinas yang 
bersangkutan, partisipasi pada perencanaan 
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pendidikan di kabupaten/kota, partisipasi pada 
seleksi calon kepala sekolah/calon pengawas, 
partisipasi dalam akreditasi sekolah, partisipasi 
dalam merekrut personel untuk proyek atau 
program-program khusus pengembangan 
mutu sekolah, partisipasi dalam mengelola 
konflik di sekolah dengan win-win solution, dan 
partisipasi dalam menangani pengaduan baik 
dari internal sekolah maupun dari masyarakat. 
Itu semua dilakukan guna mewujudkan kelima 
tugas pokok di atas.
Berdasarkan uraian tugas-tugas 
pengawas sebagaimana dikemukakan di 
atas, pengawas satuan pendidikan banyak 
berperan sebagai: (1) penilai, (2) peneliti, 
(3) pengembang, (4) pelopor/inovator, (5) 
motivator, (6) konsultan, dan (7) kolaborator 
dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan 
di sekolah binaannya. Dikaitkan dengan tugas 
pokok pengawas, sebagai pengawas atau 
supervisor akademik, tugas pokok supervisor 
lebih menekankan pada aspek teknis 
pendidikan dan pembelajaran, sedangkan 
supervisor manajerial merupakan tugas pokok 
supervisor yang lebih menekankan pada aspek 
manajemen sekolah.
Untuk melaksanakan tugas pokok 
tersebut, pengawas sekolah melaksanakan 
fungsi supervisi, baik supervisi akademik 
maupun supervisi manajerial. Supervisi 
akademik adalah fungsi supervisi yang 
berkenaan dengan aspek pembinaan dan 
pengembangan kemampuan profesional guru 
dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan 
bimbingan di sekolah.
Sasaran supervisi akademik antara 
lain membantu guru dalam merencanakan 
kegiatan pembelajaran dan atau bimbingan, 
melaksanakan kegiatan pembelajaran/
bimbingan, menilai proses dan hasil 
pembelajaran/bimbingan,  memanfaatkan 
hasil penilaian untuk peningkatan layanan 
pembelajaran/bimbingan, memberikan umpan 
balik secara tepat dan teratur dan terus 
menerus pada peserta didik.
Sasaran lainnya adalah melayani 
peser ta didik yang mengalami kesulitan 
belajar, mem berikan bimbingan belajar 
pada peserta didik, menciptakan 
lingkungan belajar yang menyenangkan, 
mengembangkan dan memanfaatkan 
alat bantu dan media pembelajaran dan 
atau bimbingan,   memanfaatkan sumber-
sumber belajar,    mengembangkan interaksi 
pembelajaran/bimbingan yang tepat dan 
berdaya guna,   melakukan penelitian praktis 
bagi perbaikan pembelajaran/bimbingan, 
dan  mengembangkan inovasi pembelajaran/
bimbingan.
Dibanding status tenaga pendidik biasa, 
PS menduduki jabatan fungsional yang relatif 
memiliki kesejahteraan lebih baik dibanding 
guru yang belakangan ini sangat ditentukan 
dengan “argo” jam mengajar di kelas. Dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 
sebagai pengawas sekolah/satuan pendidikan, 
setiap pengawas memiliki kewenangan dan 
hak-hak yang melekat pada jabatannya. 
Beberapa kewenangan yang menonjol 
adalah kewenangan bersama pihak sekolah 
yang dibinanya serta menentukan program 
peningkatan mutu pendidikan di sekolah 
binaannya. 
Sementara hak PS yang diperoleh 
pengawas sekolah, selain gaji juga memperoleh 
tunjangan fungsional, memperoleh biaya 
operasional/rutin untuk melaksanakan tugas-
tugas kepengawasan seperti transportasi, 
akomodasi, dan biaya untuk kegiatan 
kepengawasan, memperoleh tunjangan 
profesi pengawas setelah memiliki sertifikasi 
pengawas, kemudian menerima subsidi dan 
insentif untuk menunjang pelaksanaan tugas 
dan pengembangan profesi pengawas dan 
kadang-kadang memperoleh tunjangan khusus 
bagi pengawas yang bertugas di daerah 
terpencil, rawan kerusuhan, dan atau daerah 
bencana alam.
Setelah otonomi pendidikan dilimpahkan 
kepada daerah, seperti untuk jenjang SMA/
SMK diserahkan kepada pemerintah provinsi 
dan jenjang Sekolah Dasar dan SMP dikelola 
kabupaten/kota, varian penerimaan hak-hak PS 
sangat tergantung dengan kemampuan dana 
dari daerah otonomi masing-masing. 
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Reformasi birokrasi telah membuahkan hasil positif yang dirasakan 
masyarakat. Berbagai kemudahan pelayanan publik, khususnya 
pelayanan di bidang pendidikan dampaknya sudah dirasakan masyarakat 
secara langsung. Guna menunjang keberhasilan reenginering manajemen 
kerja Inspektorat Jenderal,  pembangunan karakter auditor internal harus 
dimulai dari diri sendiri, rumah tangga, 
lingkungan kerja/masyarakat, bangsa, 
dan negara. 
REENGINEERING MANAJEMEN KERJA 
AUDITOR INTERNAL DI INSPEKTORAT 
JENDERAL KEMENDIKBUD
U ntuk mengawal implementasi reengineering manajemen kerja auditor internal perlu dilakukan melalui program 
transformasi kelembagaan lembaga audit. 
Dibutuhkan komitmen dari seluruh jajaran 
pimpinan termasuk para auditor melalui 
revolusi moral sebagai implementasi dari 
reformasi birokrasi. Proses perubahan ini harus 
dilakukan secara bersama antara pimpinan 
lembaga  auditor, auditor, serta seluruh jajaran 
pegawainya. Pada prinsipnya, reengineering  
tidak cukup hanya semata-mata mengubah 
proses, tetapi yang penting adalah mengubah 
manajemen audit, memberdayakan SDM, 
memupuk kreativitas serta human skill sehingga 
mereka tidak menolak untuk berubah dan 
memiliki komitmen terhadap organisasi. 
Tanpa pengetahuan dan pemahaman dari 
orang-orang yang terlibat dalam satu lingkungan 
organisasi inspektorat, reengineering tidak akan 
memberikan manfaat  baik jangka pendek 
maupun jangka panjang. Peran seorang engineer 
audit adalah mengawasi proses dari penyusunan 
dan perencanaan anggaran, hasil produksi 
pelaksanaan anggaran, menentukan penyebab 
ketidaksesuaian antara rencana program, 
anggaran dan hasil kegiatan, dan menguji hasil 
produk kegiatan terkait output, outcome, dan 
dampaknya bagi masyarakat penerima layanan 
pendidikan dan kebudayaan. 
Untuk itu semua, seorang engineer audit 
akan melakukan berbagai teknik audit dan 
mengujinya untuk menemukan sebuah temuan 
baru di bidang audit yang dapat dimanfaatkan 
untuk kepentingan orang banyak. Untuk 
sampai pada tahapan ini seorang engineer audit 
memerlukan keberanian sekaligus kemauan 
untuk mencoba, menguji, dan merancang 
sebuah sistem untuk menciptakan sesuatu 
bagi kehidupan orang banyak. Seorang engineer 
audit yang berhasil adalah seorang engineer 
audit yang memiliki minat dan ketertarikan 
terhadap pekerjaannya. Seorang engineer audit 
harus memiliki kemampuan artinya dia harus 
menguasai berbagai disiplin keilmuan guna 
menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi 
orang banyak dari hasil kerja auditnya.
Dalam manajemen kerja auditor, kebe rada-
an seorang auditor merupakan unsur utama. 
Reenginering manajemen kerja auditor internal 
artinya bagaimana menata ulang atau bagaimana 
menginvestasikan ulang peran auditor internal 
agar apa yang menjadi ekspektasi  stakeholder 
terkait pengelolaan sumber daya yang akuntabel, 
jujur, transparan, dan bersih dapat dipenuhi 
secara optimal. 
Oleh: Indah Setiawati
(Auditor Utama Inspektorat I) 
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Agar auditor yang ada dapat terinvestasi de-
ngan baik sehingga dapat merealisasikan ekspektasi 
stakeholder tersebut terlebih dahulu  kita harus 
mengenal elemen siapakah auditor itu. Auditor 
internal sebagai manusia itu artinya auditor juga  
mempunyai beberapa ciri khas dan keistimewaan. 
Karena itu, auditor sebagai manusia biasa juga  
merupakan makhluk sosial dan yang berinteraksi 
dalam suatu komunitas sosial dalam hal ini 
komunitas kementerian/lembaga. 
Auditor internal dalam konteks kemanusiaan 
juga harus mengatur kelompok-kelompok yang ada 
dengan menggunakan manajemen yang benar agar 
satu sama lain dapat berinteraksi dengan harmonis. 
Kekhasan auditor sebagaimana juga engineer audit 
sebagai manusia biasa adalah sebagaimana yang 
dijelaskan dalam Alquran, fitrah manusia yang 
pertama adalah senang beramal atau bekerja, 
sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al Ahzab: 72, 
”Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah 
kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka 
semuanya enggan untuk memikul amanah itu 
dan mereka khawatir akan menghianatinya, dan 
dipikulah amanah itu oleh manusia….”
Dari pemahaman ayat tersebut, artinya 
auditor adalah jabatan amanah, yaitu jabatan 
dengan persyaratan dan kompetensi tertentu. Dia 
ditetapkan tugasnya untuk melaksanakan tugas-
tugas amanah di bidang pengawasan yang harus 
dillakukan secara komprehensif. Jika dikaitkan 
dengan transformasi manajemen kerja auditor 
internal, auditor internal perlu mempersiapkan diri 
memikul amanah tersebut dengan mempersiapkan 
diri melalui tiga hal.
Minat 
Seorang auditor harus memiliki minat dan  
ketertarikan yang optimal terhadap pekerjaannya. 
Dengan begitu, dia akan senang dalam 
melaksanakan tugas-tugas kepengawasannya 
dengan penuh rasa syukur atas amanah yang 
dipercayakan kepadanya. Dengan minat yang 
kuat yang tercermin dengan senangnya dia dalam 
melaksanakan tugas pengawasan, akan lahir 
keikhlasan dalam menjalankan tugas. Artinya, dia 
akan melaksanakan tugas sesuai dengan rambu-
rambu aturan yang melandasi pekerjaannya, 
dengan senang, jujur, dan ikhlas untuk memberikan 
yang terbaik bagi kemaslahatan manusia pada 
umumnya dan kesuksesan institusinya dalam 
melaksanakan tugas memenuhi ekspektasi 
stakeholder yang selalu menuntut lebih dan lebih lagi 
dari kinerja auditor sebagai pengawal dan pengawas 
pengelolaan sumber daya yang akuntabel, jujur, 
transparan, dan bersih.  
Kemampuan 
Seorang auditor harus memiliki kemampuan 
lebih dari yang diauditnya. Tidak hanya satu disiplin 
ilmu audit saja, tetapi juga harus memiliki berbagai 
disiplin ilmu guna mendukung kesuksesan tugas 
pengawasan. Untuk bisa mengawasi proses 
perencanaan program dan kegiatan, seorang 
auditor harus memahami dan menguasai visi, 
misi, sasaran, dan tujuan dari keberadaan institusi 
pengelola sumber daya dalam kapasitasnya sebagai 
lembaga pengawasan internal di Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan.
Ketekunan/kesungguhan
 Seorang auditor harus memiliki ketekunan 
dan kesungguhan yang sangat ekstra terhadap 
pekerjaannya sehingga senang dalam melaksanakan 
tugas-tugas kepengawasannya secara total dengan 
tekun, penuh kesungguhan yang didasari rasa 
syukur atas amanah yang dipercayakan kepadanya. 
Dengan ketekunan dan kesungguhan yang kuat, 
yang dicerminkan dengan semangat tidak kenal 
lelah dalam melaksanakan tugas pengawasan, akan 
lahir inovasi-inovasi baru sebagai transformasi dari 
tugas pengawasannya dalam menemukan titik-
titik rawan baru dalam konteks tugas pokok dan 
fungsinya sebagai lembaga pengawasan internal. 
Perlu diketahui bahwa setiap perubahan struktur 
organisasi, perubahan pejabat struktural dan 
reposisi pegawai tidak menutup kemungkinan 
adanya modus-modus baru dalam mencari-cari 
kelemahan dan peluang dari sistem dan aturan 
yang ada. 
Menyadari bahwa masalah manusiawi auditor 
adalah masalah pengelolaan fitrah dasar auditor 
sebagai manusia biasa yang memiliki kelebihan dan 
kelemahan. Indikator yang perlu dilakukan untuk 
menerapkan penataan manajemen SDM auditor 
yaitu melalui (1) perencanaan kebutuhan pegawai 
sesuai dengan kebutuhan organisasi, (2) pola mutasi 
internal, (3) pengembangan pegawai berbasis 
kompetensi, (4) penetapan kinerja individu, (5) 
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penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 
pegawai, (6) sistem informasi kepegawaian.
Berkaitan dengan peningkatkan kinerja 
auditor yang sudah ada, dapat dilakukan melalui 
dua jalur pendekatan yaitu pendekatan keimanan 
dan pendekatan profesionalisme. Cara pertama 
adalah dengan memberikan kesempatan 
seluas-luasnya kepada auditor untuk menggali, 
menghayati, dan mengamalkan ajaran agamanya 
secara utuh seperti yang dilakukan di Inspektorat 
Jenderal yaitu bimbingan rohani Islam yang 
langsung dipimpin Inspektur Jenderal atau pun 
momen-momen khusus keagamaan lainnya dari 
para pemeluk agama masing-masing. Upaya yang 
kedua adalah meningkatkan pemahaman tentang 
perlunya reengineering manajemen kerja auditor 
yang memerlukan tiga syarat kompetensi yaitu 
minat, kemampuan, dan ketekunan.
Tujuan dari reengineering pola kerja audit 
ini adalah dalam rangka menyamakan persepsi 
antara auditor dengan auditannya terkait 
dengan tupoksi, visi, misi, program kerja, dan 
anggaran serta output dan outcome yang akan 
dicapai auditan dalam kurun waktu tertentu. Atas 
dasar pemahaman yang sama antara auditor 
dan auditan terkait tupoksi, visi, misi, program, 
dan anggaran serta output dan outcome yang 
akan dicapai auditan tersebut, auditor meminta 
auditan untuk mengumpulkan semua dokumen 
terkait dengan itu untuk ditelaah dari aspek 
pelaksanaan dan hasilnya. Target audit yang 
diharapkan dari reengineering manajemen kerja 
audit ini adalah adanya titik temu secara riil antara 
rencana program dan anggaran dengan praktik 
pelaksanaannya di lapangan dalam mencapai 
output dan outcome yang direncanakan. 
Ada tiga fungsi pokok yang erat kaitannya 
dengan tugas strategsi tersebut dalam 
pengelolaan sumber daya yang menjadi  
kelolaannya yaitu penarikan (recruiting), 
pemeliharaan/pembinaan (maintaining), dan 
pemanfaatan (utilizing) sumber daya manusia. 
Dengan berbekal ketiga kemampuan dasar 
pelaksanaan tugas sebagai auditor ini, konsep 
reengineering  perlu pula dibarengi dengan 
konsep pelayanan satu tiga. Yang dimaksud 
dengan pelayanan satu tiga adalah bahwa 
seperempat dari penampilan auditor harus 
menunjukan bahwa auditor adalah petugas 
pengawasan, sedangkan tiga perempatnya harus 
tampil sebagai petugas pelayanan. Maksud dari 
pernyataan ini adalah bahwa penampilan  angker 
dan menakutkan dengan wajah garang dan 
bersikap seperti mau menerkam sudah tidak 
tepat lagi. Penampilan seorang auditor harus 
menonjolkan suatu sikap keramahan, kerapihan, 
kebersahabatan dan sikap membantu. Dengan 
demikian, rasa aman dapat tetap tercermin dan 
dapat dirasakan oleh para pengelola sumber 
daya. 
Untuk penampilan seperti ini, dapat dila ku-
kan upaya pelatihan-pelatihan yang di dalam nya 
ada materi pelayanan prima. Materi ini menga-
jarkan secara khusus mengenai keramahan dan 
kebersahabatan terhadap mitra kerja. Juga ada 
pengarahan tentang perlunya berpenampilan 
rapi, bersih, juga sifat ramah, bersahabat, dan 
selalu bersedia membantu. Pelatihan ini bisa juga 
dilakukan secara informal melalui pertemuan-
pertemuan informal yang biasa dilakukan secara 
berkala antara atasan dan bawahan dalam hal 
adanya pengarahan-pengarahan berkaitan 
dengan pelaksanaan tugas.
Dengan konsep reengineering manajemen 
kerja auditor melalui upaya memperkuat pemi-
natan, pelatihan dan pengembangan, mem-
per kuat ketekunan, dan memperbaiki sikap 
dan penampilan sebagai pelayan mitra kerja 
ditun jang pula oleh reengineering konsep kerja 
auditor dari sekadar menemukan temuan yang 
tidak sesuai dengan aturan, perlu reengineering 
menjadi seberapa banyak yang bisa ditemukan 
dari proses pelaksanaan tugas pengelolaan sum-
ber daya, baik menyangkut jenis temuan yang 
berulang, besarnya temuan penyimpangan, juga 
ketaatan terhadap aturan. Jenis temuan dapat 
dikategorikan pada temuan-temuan yang sering 
berulang, ketidaktaatan terhadap aturan dan 
penyalahgunaan wewenang. Seorang auditor 
dapat merekomendasikan apakah seorang 
penge lola sumber daya dapat melanjutkan tugas-
nya atau perlu dilakukan penggantian petugas 
pengelolaan sumber daya yang baru dengan 
tetap berpenampilan sebagai seorang auditor 
yang ramah, bersih, melayani, tetapi tegas.  
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W orld Culture Forum (WCF) yang merupakan event berkumpulnya ahli kebudayaan seluruh dunia yang membahas perma-
salahan-permasalahan kebudayaan, baik yang benda 
(cagar budaya) maupun tak benda (intangible), 
memilih Indonesia sebagai tempat diadakannya 
kongres pertama pada tahun 2012 di Denpasar, Bali.
 Frankfurt Book Fair (FBF) adalah pameran buku 
terbesar di dunia yang telah berusia lebih dari 500 
tahun. Pada tahun 2015 Indonesia didaulat sebagai 
Guest Of Honour Frankfurt Book Fair (GOH FBF). 
Kegiatan yang sukses diikuti lebih 7000 peserta dari 
100 negara dikunjungi oleh 300 ribu pengunjung 
dan menampilkan 400 ribu buku.
Festival of Arts Europalia  adalah festival budaya 
dan seni internasional yang diselenggarakan di 
Belgia dan negara-negara tetangga yaitu Belanda, 
Jerman, Inggris, dan Perancis yang diselenggarakan 
pada tahun 2017 dan 2018 selama 104 hari yakni 
dari 10 Oktober 2017 hingga 21 Januari 2018. 
Kesuksesan tiga event tersebut tidak lepas dari 
peran auditor Inspektorat Jenderal Kemendikbud 
men dampingi dan mengawal kegiatan event agar 
dapat me minimalisasi terjadinya penyimpangan 
mengingat risiko yang kemungkinan timbul akibat 
dari besarnya anggaran, keterlibatan banyak pihak 
instansi maupun swasta, serta banyaknya kegiatan 
yang penganggarannya tidak ada dalam Standar 
Biaya Masukan (SBM) maupun Stan dar Biaya Khusus 
(SBK) menjadikan event kegiatan WCF, FBF, dan Eu-
ropalia menjadi berisiko tinggi.
Langkah-langkah Pengawalan 
Dalam pengawalan event diplomasi budaya di 
luar negeri langkah-langkah yang ditetapkan, yaitu 
pembentukan tim pendamping Fankfurt Book Fair 
(FBF), penugasan tim monitoring World Culture Forum 
(WCF), pembentukan tim pendampingan kegiatan 
Festival Of Arts Europalia, pengawalan  dalam angka-
angka, reviu anggaran (RAB) WCF, FBF, dan Europalia, 
pengawalan bersama dengan LKPP dan TP 4 
Kejaksaaan, serta pendampingan ke lapangan baik di 
Jakarta maupun di luar negeri. 
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang 
Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 
yang menfokuskan kebudayaan hadir dalam 
pembangunan, tidak hanya di dalam negeri 
tetapi juga merambah ke luar negeri. Sebelum 
ditetapkannya Undang-Undang Pemajuan 
Kebudayaan, telah disusun wacana pembentukan 
Rumah Budaya Indonesia di mancanegara sebagai 
instrumen budaya untuk memperkenalkan 
Indonesia di mancanegara. Pemerintah Indonesia 
melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
dalam DIPA Direktorat Internalisasi Nilai dan 
Diplomasi Budaya (saat ini Direktorat Warisan dan 
Diplomasi Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan) 
telah mendirikan delapan pusat budaya Indonesia 
di luar negeri pada tahun 2012 yang dinamakan 
Rumah Budaya Indonesia (RBI) yaitu Amerika Serikat 
di kota New York, Perancis di kota Paris, Belanda di 
kota Den Haag, Turki  di kota Ankara, Australia di 
kota Sydney, Jepang di kota Tokyo,  Timor Leste di 
kota Dili dan Jerman di kota Berlin.    
World Culture Forum (WCF), Frankfurt Book Fair (FBF) dan 
Europalia adalah event kebudayaan yang mendunia. 
Menjadi negara kehormatan, Indonesia sukses menjadikan 
kebudayaan sebagai diplomasi luar negeri. Diplomasi 
budaya yang diusung dalam bentuk seni pertunjukan, 
pameran, dan workshop. 
MENGAWAL KEBUDAYAAN 
HINGGA KE MANCANEGARA
Oleh: Rahma Haya
(Auditor Madya Inspektorat I) 
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 Pengawalan dalam Angka
Salah satu risiko terbesar dalam event 
Internasional adalah besarnya anggaran yang 
mendukung dan penyusunan RAB yang sulit dinilai 
kewajarannya. Selain adanya honor untuk  profesi 
yang tidak jelas standar pemberiannya juga output 
yang dihasilkannya tidak terukur. 
Hasil Pendampingan
Menelaah RKA-K/L dan kelengkapan TOR /KAK 
maupun data dukung lainnya adalah hal mutlak yang 
harus dilakukan dalam pendampingan. Dari Reviu 
anggaran kegiatan event-event tersebut diperoleh hasil 
pendampingan sebagai berikut:
(1) Kegiatan WCF yang dilaksanakan pada 
tahun 2013 dengan anggaran 50 miliar dalam 
penganggaran RKA-K/L dibuat per paket/glondongan 
sehingga oleh tim pendampingan menyarankan 
agar dibuat rincian, demikian pula kegiatan-kegiatan 
yang dapat diswakelola agar diswakelola tidak 
perlu menggunakan pihak ketiga (Event Organizer= 
EO) untuk tiket dan penginapan sedangkan untuk 
kegiatan seremonial maupun dukungan pementasan 
dapat menggunakan EO. Pemberian honor untuk 
praktisi tertentu yang nilainya terlalu besar dan sulit 
dinilai kewajarannya dengan honor berkisar antara 
Rp 2 sampai 5 miliar agar dilengkapi data dukung 
yang terukur, apabila tidak dilengkapi data dukung, 
tidak perlu direalisasikan. Dari anggaran semula Rp 
50 miliar setelah pendampingan dapat diefesiensi 
menjadi Rp35 miliar.
Fungsi pengawalan yang dilakukan pada event Interna sional fokus 
pada area pengawalan angka-angka sebagai berikut :
Kegiatan Anggaran (Rp.)
World Culture Forum (WCF) 50.000.000.000
Frankfurt Book Fair (diampu WDB)  2.354.296.000
Festival Of Arts Europalia  133.965.966.758 
Rumah Budaya Indonesia   14.000.000.000
	
Kampung Adat Waerebo hadir dalam pameran FBF2015 sebagai warisan budaya
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(2) Frankfurt Book Fair yang dilaksanakan 
pada tahun 2015  dalam bentuk event pagelaran 
dan pameran yang melibatkan profesi seniman 
dan kurator serta profesi lainnya yang dasar 
pemberian honornya tidak terstandar dan belum 
diatur dalam SBM. Adapun data pendukung 
penetapan tarifnya tidak ada, hanya berdasarkan 
tawar-menawar yang tidak didukung data lengkap 
dasar penetapan honornya. Pola penganggaran 
yang melekat pada beberapa satker tidak dibuat 
klaster kewenangan tiap-tiap satker sehingga ada 
kemungkinan terjadi duplikasi penganggaran. 
Beberapa kegiatan yang sama akan disatukan pada 
satu satker dengan melakukan revisi. 
(3) Festival Of Arts Europalia yang dilak sanakan 
melampaui tahun yaitu tahun 2017 hingga 2018 
menimbulkan permasalahan dalam pengadaan 
barang dan jasa untuk kegiatan pameran Cagar 
Budaya dalam pengiriman barang ke luar negeri 
memunculkan opsi kemungkinan dapat dilakukan 
dengan penunjukan langsung, tetapi sampai Juli 
2018 belum ditentukan apakah akan diadakan 
pengadaan langsung atau lelang. Sebagai contoh 
untuk pengiriman barang pameran Cagar Budaya 
yang sangat spesifik ditambah biaya kepabeanan 
dan asuransi opsinya dilakukan oleh satu rekanan, 
apakah akan dilakukan proses lelang atau 
penunjukan langsung dengan justifikasi yang detail 
dan komprehensif untuk menyakinkan kegiatan 
tersebut dengan pola penunjukan langsung. 
Permasalahan lain yang timbul adalah penyusunan 
mata anggaran kegiatan (MAK) untuk kegiatan yang 
menghasilkan karya antara lain karya cipta tari dan 
lukisan membutuhkan komponen yang MAK-nya 
bermacam-macam. Komponen tersebut terdiri dari 
belanja barang, belanja jasa profesi, dan belanja 
perjalanan dinas. Disepakati opsi agar dimasukkan 
dalan belanja jasa lainnya untuk belanja barang 
dan jasa profesi, sedangkan belanja perjalanan 
dinas tetap menggunakan MAK belanja perjalanan 
dinas. Sebagai contoh, untuk karya seni tari terdiri 
dari komponen honor pelatih, biaya tampil, dan 
biaya produksi dimasukkan dalam MAK belanja 
jasa lainnya. Untuk memudahkan pencairan 
dan pertanggungjawabannya, dibuat MOU 
atau perjanjian kerja sama perorangan dengan 
senimannya.
Kerja Sama dengan LKPP dan TP 4 Kejaksaan
Salah satu event yang membuat tim 
pengawalan sepakat untuk kerja sama dengan 
LKPP dan TP4 Kejaksaaan adalah kegiatan Eropalia 
yang didasari permasalahan berikut.
Koleksi Artefak sebanyak 420 merupakan 
artefak asli dengan proses pengadaan jasa kargo 
(pengiriman BCB Europalia Arts Festival 2017) 
menggunakan metode penunjukan langsung yang 
menetapkan Perusahaan DB Schenker; Penetapan 
koleksi BCB tidak pasti untuk dipamerkan serta 
persetujuan pengiriman koleksi lukisan istana 
berlarut-larut (tidak jadi), akibatnya pengadaan 
jasa kargo koleksi artefak senilai Rp33.336.875.000 
dilakukan dengan penunjukan langsung; 
Belum ada dasar hukum secara tertulis untuk 
menguatkan langkah pengambilan keputusan 
penunjukan langsung dari instansi yang berwenang 
(LKPP atau TP4); Mendorong manajemen untuk 
membuat justifikasi teknis untuk memperkuat 
penunjukan langsung; Melibatkan Tim Pengawal 
Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) 
dari Kejaksaan dan meminta saran/pendapat; 
Melakukan pendampingan pada saat klarifikasi 
dan negosiasi harga penyedia jasa; Melakukan 
pendampingan pada proses pembuktian 
perusahaan; Koordinasi ke Kejaksaan Agung (TP4) 
terkait surat rekomendasi dari Tim TP4; Melakukan 
pendampingan ke LKPP untuk menerbitkan surat 
saran (fatwa) terkait penunjukan langsung pada 
pekerjaan jasa pengiriman koleksi museum.  
                  
Cek fisik kesiapan PT Schenker dala pengiriman BCB  
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Suatu sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan 
dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen 
jaminan yang wajar bahwa perusahaan mencapai tujuan 
dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut 
pengendalian.Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treatway Commission (COSO) memperkenalkan adanya lima 
komponen pengendalian intern yang meliputi Lingkungan 
Pengendalian (Control Environment), Penilaian Risiko (Risk 
Assessment), Aktivitas Pengendalian (Control Activities), 
Pemantauan (Monitoring), serta Informasi dan Komunikasi 
(Information and Communication).
Upaya Implementasi Sistem 
Pengendalian Internal Membangun 
Budaya Lingkungan Kerja
Oleh: Tri Sukmono Joko PBS
(Auditor Inspektorat III)
D ari lima komponen pengendalian internal tersebut, yang menjadi dasar atau fondasi agar empat komponen pengendalian lainnya 
dapat berfungsi adalah lingkungan pengendalian 
(Control Environment). Lingkungan pengendalian 
adalah suasana kerja organisasi yang memengaruhi 
kesadaran para anggota organisasi akan pentingnya 
pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah 
fondasi bagi efektivitas komponen pengendalian 
lainnya dengan menyediakan disiplin dan keteraturan 
pelaksanaan. Aspek-aspek lingkungan pengendalian 
adalah:
a. Integritas dan nilai etika
b. Komitmen untuk memiliki kompetensi
c. Perhatian dan pengarahan oleh dewan komisaris, 
dewan direksi, dan komite audit
d. Filosofi manajemen dan gaya operasi,
e. Struktur organisasi,
f. Penunaian wewenang dan tanggung jawab,
g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
Pengembangan atau pembentukan lingkungan 
pengendalian pada suatu unit organisasi akan 
dimulai dengan membangun integritas dan nilai etika 
pada lingkup organisasi secara komprehensif, mulai 
dari unsur pimpinan hingga level terendah di dalam 
organisasi.
Kendala atau permasalahan pada beberapa 
organisasi khususnya unit organisasi pemerintah 
adalah pada implementasi atau penerapan 
pengendalian internal. Sering kali ditemukan bahwa 
pada unit kerja telah terbentuk tim atau struktur 
organisasi yang berkaitan dengan pengendalian 
internal, atau banyak unit organisasi yang sudah 
sering melaksanakan workshop atau pun seminar 
tentang pengendalian internal, tetapi mengalami 
kendala dalam penerapan atau implementasinya.
Dampak dari tidak terbetuknya budaya 
lingkungan kerja atau tidak dapatnya organisasi 
mengimplementasikan pengendalian internal 
adalah banyak unit organisasi yang mengalami 
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permasalahan merosotnya kinerja dan berbagai 
penyimpangan lainnya yang disebabkan 
permasalahan konflik internal, seperti Kasus Pada 
PPPPTK Kesenian dan Kebudayaan Yogyakarta, Balai 
Bahasa Provinsi Sumatera Utara, dan kemungkinan 
ada masih banyak organisasi yang mengalami 
perma salahan yang sama tetapi belum terungkap.
Berkenaan dengan hal tersebut, ada tero-
bosan atau pun kegiatan yang dapat membangun 
kembali nilai-nilai budaya organisasi yang dihormati 
dan dipatuhi oleh setiap individu dan unsur yang 
ada dalam organisasi. Kegiatan yang ingin diusulkan 
penulis adalah “Membangun Budaya Lingkungan 
Kerja”.
Permasalahan
Permasalahan dalam implementasi pengen-
dalian internal khususnya dalam membangun 
lingkungan pengendalian organisasi atau instansi, 
meliputi lingkungan internal dan lingkungan 
eksternal. Yang akan menjadi fokus pembahasan 
pada tulisan ini adalah masalah-masalah dalam 
membangun lingkungan pengendalian di lingkungan 
internal organisasi.
Pembangunan atau pembentukan lingkungan 
pengendalian internal organisasi di dalamnya terdiri 
dari: (a) Penentuan atau penetapan nilai (value) 
yang disepakati bersama; (b) Penanaman nilai-nilai 
yang telah disepakati; (c) Implementasi nilai-nilai 
lingkungan pengendalian.
Tujuan
Tujuan dari “Membangun Budaya Lingkungan 
Kerja” adalah terbentuknya budaya lingkungan 
kerja yang kondusif yang terbentuk dari hasil 
akulturasi nilai-nilai bersama setiap individu atau 
unsur-unsur yang ada dalam organisasi yang pada 
akhirnya dapat menjadi fondasi atau penopang bagi 
pencapaian kinerja organisasi.
Implementasi Membangun Budaya Lingkungan 
Kerja
Dalam kehidupan berorganisasi akan ada 
saling memengaruhi antara individu dengan 
organisasi. Setiap individu yang datang dan masuk 
ke dalam organisasi bisa dipastikan bahwa ia tidak 
hanya membawa dirinya hanya untuk bekerja 
atau mempersembahkan seluruh hidupnya untuk 
organisasi. Setiap individu yang masuk ke dalam 
organisasi akan membawa nilai-nilai agama yang 
dianut, nilai-nilai budaya etnis dari mana ia berasal, 
tujuan atau ekspektasi misalnya ingin menjadi kaya 
atau lainnya, dan misi atau cara individu dalam 
mencapai tujuannya.
Di sisi lain, organisasi juga memiliki visi atau 
tujuan yang harus dicapai, misi atau cara mencapai 
tujuan, dan perangkat-perangkat aturan yang dapat 
mengikat semua individu dan unsur yang ada dalam 
organisasi.
Bila yang dibawa individu berupa nilai-nilai 
agama, nilai-nilai budaya etnis, tujuan individu, dan 
cara pencapian, bisa selaras dengan apa yang ada 
dalam organisasi, dampaknya akan positif karena 
dapat mengakomodasi dua kepentingan yakni 
kepentingan individu dan kepentigan organisasi. 
Sebaliknya, bila terjadi ketidakselarasan antara 
organisasi dan individu atau antarindividu, yang 
terjadi adalah konflik individu dengan organisasi, 
individu dengan individu, individu dengan kelompok, 
dan kelompok dengan kelompok.
Bila konflik telah terjadi apalagi telah akut, 
dapat berakibat menurunnya kinerja organisasi, 
menurunnya layanan yang diberikan kepada 
masyarakat atau pelanggan, dampak besarnya 
adalah kehilangan kepercayaan pelanggan atau 
masyarakat. Cara untuk memulihkannya adalah 
dengan membangun kembali dari dasar nilai-nilai 
budaya organisasi, membangun lagi dari awal 
agar nilai-nilai budaya organisasi benar-benar 
merupakan akulturasi dari nilai-nilai yang dibawa 
individu dengan nilai-nilai yang ditentukan oleh 
organisasi.
Budaya lingkungan kerja yang kondusif 
terbentuk dari nilai-nilai setiap anggota organisasi 
di setiap level yang membentuk nilai-nilai etika 
yang disepakati bersama yang dengan nilai etika 
itu setiap anggota organisasi tahu dan paham akan 
nilai-nilai benar-salah, baik-buruk yang berlaku di 
dalam organisasi dan dipatuhi bersama. Setiap 
anggota organisasi akan menyadari apabila nilai-
nilai etika dilanggar akan berpengaruh terhadap 
kinerja tidak hanya pada diri yang melanggar tetapi 
juga akan berpengaruh terhadap kinerja secara 
keseluruhan.  
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P ada tahun 2017, Inspektorat Jenderal Kemendikbud telah melakukan pemeriksaan terhadap program dan 
kegiatan di lingkungan Kemendikbud dan 
menemukan 3.914 temuan dengan nilai 
Rp71.713.558.989,00. 3 (tiga) jenis temuan, 
yaitu: (1) Ketidakpatuhan terhadap perundang-
undangan 2.083 temuan dengan nilai 
Rp62.372.126.629; (2) Sistem pengendalian 
internal (SPI) 1.328 temuan dengan nilai 
Rp249.696.152,00; dan (3) Temuan efektif, 
efisien, dan ekonomis (3E) 503 temuan dengan 
nilai Rp9.091.736.208,00.
Menilik pada hasil pemeriksaan tersebut, 
upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat 
Jenderal Kemendikbud belum memberikan 
pengaruh yang besar terhadap kesadaran para 
pengelola program/kegiatan dalam mematuhi 
semua peraturan perundangan yang berlaku 
termasuk di dalamnya yang  mengatur 
tentang keuangan dan pertanggungjawaban 
keuangan negara, serta jaminan bahwa seluruh 
program/kegiatan yang dilakukan benar-
benar memberikan dampak yang positif bagi 
stakeholders, dan dilakukan secara efektif, 
efisien, dan ekonomis (3E)
Melalui peningkatan kualitas pengawasan 
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal 
Kemendikbud dan mengimplementasikan 
peran sebagai penjaminan mutu pengawasan 
di masa kini dan mendatang, Inspektorat 
Jenderal diharapkan dapat menghasilkan 
good corporate government di lingkungan 
Kemendikbud.
Kualitas Pengawasan
Kualitas pengawasan memiliki berbagai 
definisi, di antaranya:
·	 Menurut Watkins et al (2004), kualitas audit 
adalah kemungkinan ketika auditor akan 
menemukan dan melaporkan salah saji 
material dalam laporan keuangan klien. 
Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik 
(SPAP), audit yang dilaksanakan auditor 
dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi 
ketentuan atau standar pengauditan.
·	 Menurut Simanjuntak (2008), kualitas 
audit adalah pemeriksaan yang sistematis 
dan independensi untuk menentukan 
aktivitas, mutu, dan hasilnya sesuai dengan 
pengaturan yang telah direncanakan 
dan apakah pengaturan tersebut 
diimplementasikan secara efektif dan sesuai 
dengan tujuan. 
·	 Menurut Akmal (2006), kualitas audit adalah 
suatu hasil yang telah dicapai oleh subjek/
objek untuk memperoleh tingkat kepuasan, 
sehingga akan menimbulkan hasrat subjek/
Reformasi birokrasi di Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan masih terus bergulir. Berkaitan dengan 
reformasi birokrasi, Inspektorat Jenderal menginginkan 
agar pengawasan dan pemeriksaan yang menjadi tugas 
pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat berjalan 
secara efisien dan efektif.
Strategi Peningkatan Kualitas Audit dan 
Penjaminan  Mutu Hasil Pengawasan di 
Lingkungan Kemendikbud
Oleh: Subiyantoro, S.H. M.Si.
(Auditor Madya Inspektorat III)
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objek untuk menilai suatu kegiatan 
tersebut. 
Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 
Tahun 2007 mengenai Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara (SPKN) (Efendy, 2010), 
kualitas audit diukur berdasarkan hal-hal 
sebagai berikut:
1. Kualitas Proses (keakuratan temuan 
audit dan sikap skeptisme) Besarnya 
manfaat yang diperoleh dari pekerjaan 
pemeriksaan tidak terletak pada temuan 
pemeriksaan yang dilaporkan atau 
rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak 
pada efektivitas penyelesaian yang 
ditempuh oleh entitas yang diperiksa. 
Selain itu, audit harus dilakukan dengan 
cermat, sesuai prosedur, sambil terus 
mempertahankan sikap skeptisme. 
2. Kualitas hasil (nilai rekomendasi, 
kejelasan laporan, dan manfaat audit) 
Manajemen entitas yang diperiksa 
bertanggung jawab untuk menindaklanjuti 
rekomendasi serta menciptakan dan 
memelihara suatu proses dan sistem 
informasi untuk memantau status tindak 
lanjut atas rekomendasi pemeriksa. 
3. Kualitas tindak lanjut hasil audit 
Pemeriksa wajib merekomendasikan 
agar manajemen dapat memantau status 
tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. 
Perhatian secara terus menerus terhadap 
temuan pemeriksaan yang material 
beserta rekomendasinya dapat membantu 
pemeriksa untuk menjamin terwujudnya 
manfaat pemeriksaan yang dilakukan.
Untuk menghasilkan kualitas audit di 
atas, menurut hasil pengamatan penulis, 
ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh 
Inspektorat Jenderal, yakni: (1) sumber daya 
manusia yang memiliki kompetensi untuk 
melakukan pengawasan, (2) sarana dan 
prasarana yang mutakhir untuk mendukung  
tugas-tugas pengawasan, dan (3) praktik 
manajemen pengawasan sudah berbasis 
risiko dan kinerja, dan lain-lain.
1) Penyediaan auditor Inspektorat 
Jenderal Kemendikbud yang kompeten 
melakukan audit sudah menjadi komitmen 
pimpinan Inspektorat Jenderal, misalnya 
melalui diklat QIA, CFrA, dan diklat 
penjenjangan auditor. Upaya ini akan terus 
dipertahankan dan akan terus ditingkatkan 
jumlahnya, termasuk memberikan diklat 
kompetensi bagi auditor baru, serta 
mendorong para auditor muda untuk 
mengikuti diklat penjenjangan tingkat Ahli 
Muda dan Pengendali Teknis.
Peningkatan kompetensi auditor 
Itjen Kemendikbud seharusnya juga tidak 
hanya berorientasi kepada kemampuan 
melakukan audit, tetapi auditor juga akan 
didorong agar memiliki kompetensi yang 
diperlukan berkaitan dengan capaian strategis 
Kemendikbud. Sebagai contoh, auditor 
diberikan kompetensi untuk melakukan 
reviu laporan keuangan dalam melakukan 
reviu laporan keuangan (LK), reviu sistem 
akuntailitas kinerja instansi pemerintahan 
(SAKIP) dan laporan akuntabilitas kinerja 
instasi pemerintahan (LAKIP), serta melakukan 
reviu terhadap rencana kerja anggaran 
kementerian/lembaga (RKA-K/L).
Auditor Inspektorat Jenderal 
Kemendikbud sudah barang tentu harus 
menguasai berbagai program dan kebijakan 
pemerintah di bidang pendidikan. Oleh karena 
itu, dalam rangka menambah pengetahuan 
dan wawasan auditor dalam melakukan audit 
program dan kebijakan strategis di bidang 
pendidikan, para auditor akan lebih sering 
melakukan aktivitas focus group discussion 
(FGD), kajian, seminar, pelatihan kantor sendiri 
(PKS), yang akan diarahkan oleh para auditor 
utama di Inspektorat Jenderal Kemendikbud.
2) Dukungan sarana pendukung audit 
yang mutakhir/modern serta memanfaatkan 
teknologi komunikasi dan informasi terkini. 
Oleh sebab itu, tugas-tugas audit diarahkan 
agar semua dapat dirancang melalui sistem 
informasi dan komunikasi berbasis komputer. 
Inspektorat Jenderal Kemendikbud pada 
tahun 2020 diharapkan telah memiliki sistem 
aplikasi yang dapat digunakan oleh auditor 
sejak penyusunan PKPT sampai dengan 
pelaporan dan monitoring hasil auditnya.
3) Implementasi manajemen 
pengawasan yang dipakai Inspektorat Jenderal 
Kemendikbud harus sering di-monitoring 
dan dievaluasi hasilnya. Inspektorat Jenderal 
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Kemendikbud sudah saatnya menerapkan 
pengawasan berbasis kinerja dan audit 
berbasis risiko. Itjen Kemendikbud juga harus 
melakukan evaluasi terhadap hasil telaah 
sejawat. Penilaian yang masih belum menjadi 
harapan akan dicarikan upaya peningkatan 
nilainya, dan hasil yang sudah dicapai juga 
akan terus dievaluasi sebagai bahan untuk 
pengembangan dan pengambilan kebijakan 
pimpinan.
Masih terkait dengan menajemen 
pengawasan, Inspektorat Jenderal 
Kemendikbud dalam rangka meningkatkan 
kualitas audit perlu memiliki mitra kerja yang 
berasal dari unsur manajemen. Di masa 
depan, Inspektorat Jenderal Kemendikbud 
akan memperkuat peran SPI di tiap-tiap 
unit kerja atau satuan kerja sebagai ujung 
tombak dalam melakukan deteksi dini 
guna memastikan kegiatan dan uang yang 
digunakan untuk kegiatan benar-benar sudah 
akuntabel. Untuk memberdayakan peran SPI 
ke depan tersebut, Itjen akan menyiapkan 
pedoman, SOP dan berbagai alat untuk 
mendukung tugas dan pekerjaan SPI, diikuti 
dengan peningkatan kompetensi anggota 
SPI terkait dengan tugas-tugas yang akan 
diberikan oleh Inspektorat Jenderal.
Penjaminan Mutu
Penjaminan mutu audit sangat 
dibutuhkan oleh organisasi dalam rangka 
memberikan keyakinan kepada auditee 
bahwa semua aktivitas yang dilakukan 
sudah benar/sesuai.  Sebuah kegiatan audit 
dapat memberikan jaminan yang memadai 
apabila dilakukan melalui sebuah siklus 
yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, 
pengendalian, dan peningkatan standar hasil 
audit. Audit mutu internal merupakan bagian 
dari siklus sistem penjaminan mutu internal 
(SPMI). 
Audit mutu bukanlah penilaian melainkan 
pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan 
dan perencanaan suatu kegiatan/program. 
Dengan demikian, fungsi penjaminan mutu 
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal 
Kemendikbud yakni bahwa audit dirancang 
bertujuan untuk menentukan kesesuaian atau 
ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu 
dengan syarat-syarat yang ditetapkan, untuk 
menentukan keefektifan pencapaian tujuan-
tujuan mutu yang telah ditetapkan, untuk 
memberi kesempatan auditee memperbaiki 
sistem mutu, dan untuk memenuhi syarat – 
syarat peraturan/perundangan.
Dalam rangka memberikan keyakinan 
atas program dan kegiatan yang telah 
dilakukan oleh unit kerja atau satuan 
kerja, pelaksanaan audit oleh Inspektorat 
Jenderal Kemendikbud harus dilakukan 
sejak suatu program/kegiatan direncanakan 
(audit pendahuluan), yaitu untuk meyakini 
bahwa anggaran dan kegiatan serta sasaran 
yang ingin dicapai sudah memadai. Itjen 
harus juga melakukan audit saat kegiatan 
dilaksanakan, dan yang tidak kalah penting 
yakni audit ketika kegiatan sudah selesai 
dilaksanakan (post audit). Untuk melakukan 
pengendalian terhadap program/kegiatan 
yang sedang dilaksanakan, dapat dilakukan 
melalui mekanisme pelaporan kegiatan secara 
berkala, dengan memanfaatkan teknologi 
informasi yang sudah tersedia. Pengendalian 
juga dilakukan melalui SPI unit kerja, yakni 
memberikan mandat penugasan kepada 
SPI untuk mengendalikan dan membuat 
laporan secara periodik terkait perkembangan 
kegiatan yang dilakukan unit kerja.
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, 
kesimpulan yang dapat diambil agar 
Inspektorat Jenderal Kemendikbud dapat 
meningkatkan kualitas audit serta dapat 
menjalankan peran sebagai quality assurance, 
yang diperlukan adalah 1) penyediaan 
auditor yang kompeten melakukan audit; 
2) sarana dan prasarana mutakhir untuk 
mendukung tugas-tugas audit; dan 3) evaluasi 
manajemen audit dan hasil telaah sejawat dan 
mengimplementasikan audit berbasis risiko 
dan audit kinerja, serta bermitra dengan SPI. 
Berkaitan dengan penjaminan mutu, audit 
harus dilakukan sejak perencanaan program, 
pelaksanaan, sampai dengan post-audit, dan 
pengendaliannya dilaksanakan oleh SPI.  
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Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS melalui Direktorat Pembinaan Kursus 
dan Pelatihan memberikan bantuan pemerintah antara lain program Pendi-
dikan Kecakapan Kerja (PKK) dan program Pendidikan Kecakapan Wirau-
saha (PKW).  Menurut data sasaran peserta didik kesetaraan tahun ajaran 
2017/2018 untuk Paket C setara SMA/SMK sebanyak kurang lebih 480.000 
orang. Apabila telah lulus paket C dan tidak melanjutkan kuliah dan belum 
bekerja, kemungkinan mendapat bantuan pemerintah melalui program PKK 
dan PKW terbuka. Dan warga masyarakat lainnya yang putus sekolah, lulusan 
SMA/SMK yang menganggur. Berikut ini akan kami informasikan apa itu Pen-
didikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan 
Wirausaha (PKW) mulai dari pengertian, tujuan, penyelengga-
ra, sampai pada indikator keberhasilan program.
Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)
Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah 
program layanan pendidikan dan pelatihan 
berorientasi pada pengembangan keterampilan 
kerja yang diberikan kepada peserta didik agar 
memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu 
yang sesuai dengan peluang kerja yang dibutuhkan 
oleh DUDI. Tujuan program Pendidikan Kecakapan 
Kerja sebagai berikut: (1) Memberikan bekal 
keterampilan kerja bagi warga masyarakat yang 
menganggur karena belum memiliki keterampilan; 
(2)  Mendorong lembaga pendidikan dan pelatihan 
untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi 
masyarakat agar memiliki keterampilan kerja yang 
sesuai dengan peluang kerja yang dibutuhkan oleh 
dunia usaha dunia industri (DUDI); (3) Mendukung 
kebijakan dan pelaksanaan Program Indonesia 
Pintar (PIP).  
Penyelenggara program PKK antara lain: 
(1) Satuan  Pendidikan  Nonformal;  Lembaga  
Kursus  dan  Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat (PKBM), dan Sanggar Kegiatan Belajar  
(SKB); (2) Sekolah (SMK) dan Yayasan; (3)  Badan 
usaha/industri dan organisasi mitra (Ormit).
Sasaran penerima bantuan PKK adalah 
setiap warga negara Indonesia yang berusia 16-40 
tahun, putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan, 
belum memiliki pekerjaan tetap atau menganggur.  
Pendidik/instruktur program PKK adalah mereka 
yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai  
dengan bidang keterampilan dan materi yang   
diajarkan (dibuktikan dengan sertifikat kompetensi,  
pengalaman, atau ijazah yang relevan) dan 
mampu melaksanakan pembelajaran; mampu 
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 
hasil belajar; memiliki pengalaman bekerja sesuai 
bidang keterampilan atau kompetensi yang 
diajarkan.
Evaluasi hasil belajar peserta didik dilak-
sana kan pada akhir kegiatan pembelajaran dan 
uji kompetensi. Indikator keberhasilan program 
PKK adalah (1)  Peserta didik dapat menyelesaikan 
program pelatihan dengan tuntas dan mengikuti uji 
kompetensi; (2)  Peserta didik dapat bekerja di dunia 
usaha /industri yang relevan secara bertahap; (3) 
Adanya  laporan  pertanggungjawaban  mengenai  
Oleh: Robertus Riyanto
(Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kemendikbud) 
ADA APA DENGAN PENDIDIKAN 
KECAKAPAN KERJA (PKK) DAN                                                     
PENDIDIKAN KECAKAPAN WIRAUSAHA (PKW)
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penyelenggaraan program PKK berikut penggunaan 
dana bantuan PKK.
Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)
Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) adalah 
program layanan pendidikan melalui kursus dan 
pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap berwirausaha sesuai 
dengan kebutuhan dan peluang usaha yang ada di 
masyarakat.  
Tujuan penyelenggaraan program Pendidikan 
Kecakapan Wirausaha (PKW) sebagai berikut: (1) 
Memberikan bekal pengetahuan kewirausahaan 
kepada peserta didik; (2) Memberikan bekal keteram-
pilan di bidang produksi barang/jasa kepada peserta 
didik; (3) Menanamkan pola pikir (mindset) dan sikap 
berwirausaha kepada peserta didik; (4) Mendorong 
dan menciptakan rintisan usaha baru melalui kursus 
dan pelatihan yang didukung oleh dunia usaha 
dan industri, mitra usaha dan dinas/instansi terkait 
sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.
Program PKW dapat diselenggarakan oleh 
satuan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, lembaga/
yayasan/Sekolah, Badan usaha/industri, Perguruan 
Tinggi, dan Organisasi Mitra. Sasaran penerima 
bantuan PKW adalah setiap warga negara Indonesia 
yang berusia 16-40 tahun, putus sekolah atau lulus 
tidak melanjutkan dan/atau belum memiliki pekerjaan 
tetap atau menganggur. 
PKW Pendidik/instruktur program PKW terdiri 
dari:  (1) Instruktur keterampilan yang memiliki 
kompetensi dibuktikan dengan sertifikat kompetensi 
dan (2) Instruktur kewirausahaan yang memiliki 
pengalaman berwirausaha dan/atau pernah menjadi 
instruktur kewirausahaan; 
Untuk mengukur pencapaian hasil belajar 
bahwa peserta didik telah menguasai keterampilan 
dan memiliki kemampuan berwirausaha, maka 
setiap lembaga harus melaksanakan evaluasi hasil 
pembelajaran kepada setiap peserta didik.
Indikator keberhasilan program bantuan PKW 
adalah: (1) Minimal 90% dari jumlah peserta didik 
dapat menyelesaikan program pelatihan dengan 
tuntas; (2) Minimal 75% dari peserta didik yang lulus 
program PKW dapat merintis usaha; (3) Minimal 
30% dari peserta didik yang merintis usaha memiliki 
penghasilan minimal sebesar upah minimum 
setempat yang dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.
Berdasarkan pengertian PKK dan PKW, program 
tersebut berbeda satu sama lain.  Pendidikan 
Kecakapan Kerja memberikan peserta didik agar 
memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu 
sesuai dengan peluang kerja yang dibutuhkan 
oleh dunia usaha dan dunia industri. Pendidikan 
Kecakapan Wirausaha memberikan peserta didik 
bekal keterampilan dan sikap berwirausaha sesuai 
dengan kebutuhan dan peluang usaha yang ada di 
masyarakat.
Program PKK mewajibkan peserta didik 
mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan 
sertifikat keahlian yang kemudian oleh penyelenggara 
kursus bisa disalurkan kepada dunia usaha dan dunia 
industri yang relevan. Adapun program PKW tidak 
melalui uji kompetensi, tetapi penyelenggara kursus 
dan pelatihan memberikan bimbingan kewirausahaan 
kepada peserta didik sampai pada pemberian 
rangsangan permodalan untuk mandiri berwirausaha. 
Berdasarkan hasil audit terhadap program 
PKK maupun PKW, dijumpai beberapa peserta didik 
program PKK tidak tersalurkan ke dunia usaha dan 
dunia industri yang akhirnya mereka bekerja mandiri/ 
berwirausaha. Keadaan ini terjadi antara lain peserta 
didik belum lulus uji kompetensi, lembaga kursus dan 
pelatihan gagal menyalurkan peserta didik ke dunia 
usaha dan dunia industri yang merupakan salah 
satu tugasnya, terbatasnya dunia industri dan dunia 
usaha serta pemilihan penyelenggara/lembaga kursus 
pelatihan yang tidak tepat.
Untuk lebih mengoptimalkan keberhasilan 
program pendidikan kecakapan kerja yang bersumber 
dari bantuan pemerintah/dana APBN maka perlu 
dipertimbangkan: (a) Kemampuan dan kompetensi 
lembaga/penyelenggara pelatihan dan kursus; (b) 
Keberadaan dunia usaha dan dunia industri menjadi 
pertimbangan utama; (c) Lebih cenderung lembaga 
penyelenggara pelatihan dan kursus berkedudukan di 
Perkotaan dan atau kawasan Industri.
Berbeda dengan program Pendidikan Keca-
kapan Wirausaha yang penekanannya pemberian 
bekal pengetahuan keterampilan, sikap, dan mental 
berwirausaha sesuai dengan kebutuhan dan peluang 
usaha di mana peserta didik berada. Peserta 
didik diberi rangsangan berupa modal kerja untuk 
melaksanakan usahanya sendiri/berwirausaha. Jadi 
tugas penyelenggara kursus tidak perlu menyalurkan 
ke dunia usaha dan dunia industri. Dengan demikian, 
pengertian pendidikan Kecakapan Kerja tidak sama 
dengan pendidikan Kecakapan Wirausaha.  
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CPNS saat ini merupakan generasi muda era mileneal yang 
memahami teknologi informasi. Mereka pada umumnya 
cerdas karena dilimpahi dengan banyak informasi dari 
berbagai sumber. CPNS merupakan talenta positif karena telah 
melewati TKD dan TKB dengan mekanisme CAT yang adil, 
transparan, dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, CPNS 
perlu dibekali dengan pengetahuan yang menggunakan 
kombinasi metode antara lain pelatihan, mentoring, 
coaching, e-learning, dan magang.
HABITUASI DAN 
MAGANG CPNS
C PNS Kemendikbud formasi 2017 sebanyak 298 orang diwajibkan mengikuti program pelatihan dasar 
(Latsar) selama 113 hari dengan komposisi 
70% pembelajaran dari aktualisasi/penga-
laman (experiential learning) dan 30% klasikal. 
Program ini berlangsung sejak bulan Maret 
sampai November 2018. Hal ini bermakna 
bahwa CPNS harus menjalani masa percobaan 
selama 1 tahun sebelum diangkat sebagai 
PNS. CPNS diberikan haknya menerima gaji 
dan tunjangan kinerja sebesar 60%. Partisipasi 
dan kinerja CPNS selama program Habituasi 
dan Magang akan menentukan diangkat 
tidaknya ia menjadi PNS. 
Sebelum pelaksanaan Latsar, CPNS 
juga diwajibkan untuk mengikuti Peningkatan 
Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) yang 
membekali CPNS dengan materi orientasi 
tentang Kemendikbud meliputi antara lain visi, 
misi, struktur organisasi, tata nilai, rencana 
strategis, dan program utama kementerian. 
Dengan bekal dari PKTBT, CPNS diharapkan 
dapat memperoleh gambaran umum tentang 
kementerian dan mandat yang diembannya 
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
membuat bangsa menjadi berdaya saing di 
mata internasional. 
Program Latsar dan PKTBT tahun 2018 
merupakan program baru dan inovatif bagi 
CPNS karena pada periode sebelumnya 
CPNS hanya diwajibkan untuk mengikuti 
Diklat Prajabatan yang masa pelatihannya 
tidak sepanjang Latsar 2018. Program Latsar 
diharapkan dapat membentuk karakter 
Pegawai Kemendikbud yang profesional dan 
melayani publik. Program ini juga diharapkan 
dapat meningkatkan kompetensi teknis 
bidang tugas pegawai sehingga pegawai dapat 
memiliki keterampilan dasar (basic skills) dalam 
menjalankan tugasnya.
Tujuan Latsar adalah untuk 
mempercepat proses adaptasi dan 
internalisasi CPNS sehingga CPNS dapat 
langsung bekerja secara produktif pada saat 
ditempatkan di unit kerjanya. Program klasikal 
Oleh: Agam Bayu Suryanto
(Kabag Pengembangan dan Penghargaan - 
Biro SDM, Sekretariat Jenderal) 
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Latsar mencakup 3 agenda yaitu bela negara, 
nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran 
PNS dalam NKRI. Program aktualisasi terdiri 
dari habituasi dan magang. 
Program habituasi dijalani selama 40 hari 
di unit kerja penempatan asal CPNS. Program 
ini merupakan penerapan nilai-nilai dasar PNS 
yaitu ANEKA (akuntabilitas, nasionalisme, etika 
publik, komitmen mutu, dan antiKorupsi). CPNS 
diharapkan dapat mengubah kebiasaannya 
sebelum Latsar menjadi kebiasaan baru yang 
sudah disisipkan dengan nilai-nilai ANEKA. 
Dalam masa habituasi, CPNS akan melakukan 
kunjungan kerja (visitasi) ke unit di luar 
Kemendikbud namun masih relevan dengan 
tugasnya. 
Program magang terdiri dari magang I 
selama 20 hari dan magang II selama 20 hari di 
luar unit kerja penempatan. Program magang 
memberi kesempatan kepada CPNS untuk 
mengenal lingkungan Kemendikbud sehingga 
CPNS memiliki wawasan luas dan tidak hanya 
mengetahui unit kerja penempatannya. CPNS 
diharapkan dapat mengetahui cakupan wilayah 
Kemendikbud sebagai salah satu Kementerian 
terbesar di antara kementerian/lembaga 
lainnya.
Mekanisme magang diawali temu awal 
antara p ejabat eselon II, III, dan IV dengan para 
CPNS. Mentor dan pembimbing menyusun 
kontrak kerja yang menjadi pegangan selama 
proses magang. Kontrak kerja memuat tugas 
yang harus dilaksanakan dan produk kerja 
yang akan dihasilkan. Mentor dan pembimbing 
akan memberikan penugasan kepada CPNS 
sesuai dengan kontrak kerja. CPNS diwajibkan 
menyusun laporan harian dan laporan magang. 
Laporan dan produk kerja akan dievaluasi oleh 
Proses Coaching dari Mentor kepada CPNS di lingkungan Biro SDM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (istimewa)
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mentor dan pembimbing untuk kemudian 
diberikan penilaian.   
Baik program habituasi maupun 
magang merupakan implementasi dari 
kegiatan pembelajaran sambil bekerja 
(on the job training). Komunikasi sangat 
penting untuk menunjang keberhasilan 
program habituasi dan magang. Para 
pejabat struktural dibe rikan peran sebagai 
penanggung jawab, men tor, dan pembimbing 
yang bertanggung jawab untuk memberikan 
tugas dan meman du CPNS dalam bekerja 
selama habituasi dan magang. Tugas-tugas 
yang diberikan mengacu pada rincian 
pekerjaan sesuai dengan nama jabatan CPNS. 
Penerima manfaat dari habituasi dan 
magang adalah para pejabat struktural 
yang tidak perlu lagi membimbing dan 
mengarahkan pegawai dalam waktu yang 
lama karena pegawai sudah mendapatkan 
bekal yang memadai selama menjalani 
Latsar. Di sisi lain, CPNS juga dapat mengenal 
Kemendikbud sebagai suatu kementerian 
besar dengan struktur organisasi dan 
cakupan program serta wilayah kerja yang 
luas. CPNS juga bisa memahami tentang isu 
dan program strategis serta tugas-tugas yang 
menjadi tanggung jawab mereka. 
Habituasi dan magang diharapkan 
da pat meningkatkan kinerja dan produk tivi-
tas pegawai. Pembekalan memadai selama 
Latsar diharapkan dapat membangun kom-
petensi pegawai sehingga dapat langsung 
bekerja secara efektif saat mulai bekerja di 
unit penempatan. Habituasi dan magang 
juga diharapkan bisa membentuk karakter 
pegawai yang berintegritas, tangguh, dan 
profesional sebagai pelayan masyarakat.    
Proses Temu Awal (Entry Meeting) kegiatan Magang CPNS di lingkungan Biro SDM Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. (istimewa)
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P ada tahun 2014 posisi pendidikan Indonesia sangatlah buruk. The Learning Curve Pearson 2014, sebuah lembaga pemeringkatan pendidikan dunia 
memaparkan bahwa Indonesia menempati peringkat 
terakhir dalam mutu pendidikan di dunia. Adapun di 
tahun 2015 mutu pendidikan di Indonesia masih saja 
berada di 10 negara yang memiliki mutu pendidikan yang 
rendah, peringkat tersebut di dapat dari Global School 
Ranking. Dilihat dari tahun 2014 berjalan ke tahun 2015 
mutu pendidikan di Indonesia dapat dikatakan mengalami 
peningkatan meskipun tidak mengalami peningkatan yang 
sangat signifikan.
Merangkum dari beberapa sumber, dapat dikatakan 
bahwa ada empat faktor yang setidaknya menjadi 
penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, yaitu:
1.Pengunaan Buku Paket Sebagai Buku “Acuan”
Indonesia sudah beberapa kali mengganti kurikulum 
yang digunakan tetapi setiap terjadinya perubahan 
tersebut tidak menimbulkan kemajuan dari hal tersebut. 
Meskipun kurikulum diubah, sistem pengunaan buku 
acuan atau buku paket tetap saja digunakan dalam proses 
pembelajaran, guru-guru pun mengunakan buku tersebut 
menjadi acuan utama untuk mengajar tanpa ada referensi 
dari buku yang lainnya.
2. Sistem Pengajaran yang Monoton
Sistem pembelajaran yang sama selalu diterapkan 
para guru untuk muridnya, dengan memberi peraturan 
bahwa selama guru menyampaikan materi, murid 
tidak diperbolehkan bertanya. Hal tersebut malah 
menjadikan anak murid malas bertanya dan justru tidak 
memperhatikan materi yang di sampaikan, tidak ada 
komunikasi yang aktif antara murid dan guru.
3. Kualitas Guru yang Rendah
Bukan rahasia lagi bahwa para guru di Indonesia 
itu memiliki kualitas yang rendah, mereka lebih 
mementingkan mutu mereka sendiri dari pada 
keberhasilan para muridnya. Tuntutan dari pemerintah 
yang juga meminta sertifikasi lebih mendorong mereka 
untuk memanipulasi data, mementingkan administrasi 
sekolah, bagaimana cara mempertahankan murid, dan 
cara menarik murid-murid baru agar ingin mendaftar ke 
sekolah tersebut.
4. Budaya Menyontek yang Semakin Menjadi
Budaya menyontek sebenarnya bukanlah salah 
dari anaknya malas belajar, tetapi dari gurunya yang tidak 
dapat mengontrol kebiasaan anak seperti itu. Parahnya 
lagi, ada beberapa guru yang mengajarkan anak-anaknya 
untuk menyontek. Seperti yang sering terdengar sekarang 
bahwa, setiap anak-anak kelas akhir di tingkat SMP mau-
pun SMA yang ingin ujian nasional di berikan bocoran 
kunci jawaban dari sekolah.
Dari beberapa faktor tersebut, terlihat sekali 
bahwa pendidikan di Indonesia sangat susah diperbaiki 
jika tidak ada perubahan yang benar-benar dilakukan 
untuk pendidikan di Indonesia. Dalam suatu laman ada 
yang mengatakan bahwa Indonesia bukanlah negara 
pendidikan karena Indonesia tidak pernah memandang 
pendidikan adalah sesuatu yang penting.
Dalam hal ini, Indonesia harus mengubah pan-
dang an terhadap pendidikan di indonesia karena dengan 
pendidikan, Indonesia akan lebih bisa bersaing di dunia 
global pada saat ini. Dengan meningkatnya kualitas pen-
didikan, berarti sumber daya manusia yang terlahir akan 
semakin baik mutunya dan akan mampu membawa 
bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang di 
dunia internasional. 
Pendidikan di Indonesia kembali menjadi sorotan dalam 
beberapa hari belakangan ini. Salah satu gagasan terbaru Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan mengenai sistem pendidikan 
membuat mata masyarakat kembali meninjau mutu 
pendidikan di Indonesia.
Menelisik Penyebab 
Rendahnya Mutu Pendidikan
Oleh: Yahya Sulaiman
(Auditor Itjen Kemendikbud) 
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Garebek Maulid Keraton 
Ngayogyokarto Hadiningrat
P rovinsi yang gubernurnya diangkat dari seorang raja ini merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram Islam, yaitu Kasunanan 
Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kedua keraton 
ini pasti menyelenggarakan upacara Garebek untuk 
memperingati Maulud Nabi Muhammad. Kata 
'garebek' berasal dari gumrebeg yang memiliki filosofi 
sifat riuh, rebut, dan ramai. Peringatan tersebut 
tidak lepas dari proses asimilasi Islam di Pulau Jawa 
terhadap tradisi agama Hindu dan Budha yang masih 
sangat kental di bumi nusantara pada waktu itu.
Upacara garebek biasanya diselenggarakan 
sebagai puncak dari upacara sekaten yang 
dilaksanakan tujuh hari sebelum tanggal 12 Rabiul 
Awal. Sekaten berasal dari kata Syahadatain 
(dua kalimat syahadat) yang pada zaman dahulu 
digunakan oleh Sultan Hamengkubuwana I 
mengundang masyarakat untuk memeluk agama 
Islam. Upacara sekaten sendiri ditandai dengan mulai 
dibunyikannya gamelan pusaka Kyai Gunturmadu 
dan Kyai Nagawilaga untuk kemudian dipindahkan 
dari Keraton ke Masjid Besar Keraton Yogyakarta, 
tepatnya di pagongan (tempat menyimpan gamelan) 
sebelah selatan dan utara. Selanjutnya Sri Sultan 
beserta pengiringnya hadir di Masjid Besar untuk 
mendengarkan pembacaan riwayat Maulid Nabi 
Muhammad SAW. Masyarakat dapat menikmati 
kemeriahan sekaten dengan melihat permainan 
gamelan, di sekeliling pagongan beberapa orang 
terlihat menjajakan makanan tradisional berupa 
rebusan kacang, kinang, dan yang paling spesial 
adalah endog abang (telur merah). 
Endog abang merupakan telur ayam yang 
direbus kemudian cangkangnya diberi cat warna 
merah dan ditusukkan pada seruas bambu dengan 
dihiasi kertas pada bagian ujungnya. Makanan yang 
hanya ada pada saat acara sekaten ini mempunyai 
nilai filosofi tersendiri. Endog (telur) melambangkan 
kelahiran, warna abang (merah) melambangkan 
kesejahteraan, dan helai ruas bambu panjang 
melambangkan hubungan vertikal manusia dengan 
Sang Pencipta. Penjual endog abang ini pun identik 
dengan simbah putri, dengan baju khas Jawa, 
kerudung, dan bibir yang segar sehabis mengunyah 
kinang. 
Selain itu, sebelum upacara sekaten dimulai, di 
Alun-Alun Utara sudah ramai dengan Pasar Malam 
yang menyajikan berbagai mainan anak-anak seperti 
komidi putar, bianglala, “ombak banyu," dan masih 
banyak lagi. Tak ketinggalan banyak juga stan awul-
awul (menjual pakaian bekas impor yang masih 
layak). Lelah berjalan mengelilingi Alun-Alun Utara, 
kita dapat menikmati kuliner malam di sekitarnya, 
seperti martabak, telur gulung, gudeg, pecel, wedang 
ronde, dan jenis jajanan menarik lainnya. Berakhirnya 
upacara sekaten ditandai dengan dikembalikannya 
gamelan pusaka ke Keraton.
Pada 12 Rabiul Awal diselenggarakan upacara 
Garebek Maulud yang identik dengan gunungan yang 
dibawa abdi dalem Keraton dari Sitinggil menuju tiga 
Di Indonesia, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW atau 
sering dikenal dengan Maulid Nabi Muhammad diperingati dengan 
berbagai cara, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Oleh: Riawati Anggraini
(Staf Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemendikbud) 
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Suasana 
acara Grebeg 
Maulid Keraton 
Ngayogyokarto 
Hadiningrat. 
(istimewa)
lokasi yaitu Masjid Gede Kauman, Puro Pakualaman, 
serta kantor Kepatihan. Jumlah gunungan yang 
disiapkan terdiri dari lima jenis yaitu Gunungan 
Kakung, Gunungan Putri, Gunungan Darat, Gunungan 
Gepak, dan Gunungan Pawuhan. Biasanya Gunungan 
Kakung akan dibuat lebih dari satu dan apabila 
upacara Garebek Maulid bertepatan dengan Tahun 
Dal (satu kali dalam 8 tahun menurut kalender Jawa), 
ditambah lagi satu gunungan yaitu Gunungan Brama 
atau Gunungan Kutug.
Gunungan merupakan wujud rasa syukur 
atas melimpahnya hasil bumi dari wilayah kerajaan, 
kemudian dibagikan untuk kesejahteraan rakyat. 
Upacara garebek disinyalir berasal dari tradisi Jawa 
kuno yang disebut Rajawedha. Pada upacara tersebut, 
Raja akan memberikan sedekah demi terwujudnya 
kedamaian dan kemakmuran di wilayah kerajaan 
yang dipimpinnya. Tradisi sedekah raja ini awalnya 
sempat terhenti ketika Islam masuk di Kerajaan 
Demak. Akibatnya, masyarakat menjadi resah dan 
meninggalkan kerajaan yang baru berdiri tersebut. 
Melihat gejala itu, Wali Sanga yang menjadi penasihat 
Raja Demak mengusulkan agar tradisi sedekah atau 
kurban oleh Raja tersebut dihidupkan kembali. Akan 
tetapi, kali ini upacara yang berasal dari tradisi Hindu 
tersebut dimodifikasi menjadi sarana penyebaran 
agama Islam. (https://www.kratonjogja.id/hari-besar-
islam/8/Garebek) 
Upacara Garebek biasanya dimulai sejak jam 
10 pagi, masyarakat juga dapat menyaksikan dari 
dekat dan masuk ke dalam halaman Keraton sebagai 
tamu dengan membayar tiket masuk. Masyarakat 
yang belum berkesempatan masuk, dapat menunggu 
keluarnya gunungan di luar Keraton. Antusiasme 
masyarakat ini karena mereka percaya bahwa 
gunungan yang didoakan tersebut akan memberikan 
keberkahan, dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan 
“Ngalap Berkah”. Para prajurit yang berjaga dan 
mengiringi gunungan pun harus ekstra sabar untuk 
menerobos barisan masyarakat yang siap untuk 
mengambil apapun yang terdapat pada gunungan. 
Tak jarang, bambu kerangka gunungan pun diambil 
dan disimpan oleh masyarakat.   
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K adang-kadang masalah senyum dinilai perkara sepele. Tidak banyak orang memahami makna sepele tetapi untuk menyamakan dulu persep-
si tentang sepele ada baiknya kita lihat Kamus Besar 
Bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa sepele 
berarti remeh, enteng, dan tidak penting. Tapi untuk 
urusan senyum, walaupun terkesan sepele, pada ke-
nyataannya tidak mudah membuat diri kita dan orang 
lain bisa tersenyum karena senyum hanya bisa terjadi 
jika kecerdasan pikiran saling akur dengan kemura-
han hati.
Kalau senyum itu “berpahala”  atau  senyum 
itu sehat atau lebih ekstrim lagi bahwa senyum itu 
mencegah peperangan mungkin  ada argumenta-
sinya. Bahkan, kualitas seorang pimpinan baik sudut 
kepribadian, kepemimpinan (leadership) atau pun ke-
piawaian dalam manajerial dapat diterka dari makna 
senyumnya. 
Di banyak komunitas masyarakat sekitar kita 
yang masih berpegang teguh kepada akar budayanya, 
komunikasi senyum merupakan icon penting dari ko-
munitas masyarakat atau sebuah instansi  itu sendiri. 
Suatu saat saya bertemu seorang  sahabat dengan wajah lusuh. Dalam hati menduga-duga  
pasti suasana hatinya sedang dalam kesusahan atau setidaknya sedang mengalami beban 
pikiran cukup berat. Sebelum menyapa, saya coba tersenyum terlebih dahulu namun  
konyolnya ekspresi wajahnya tidak berubah. Belakangan akhirnya saya mengetahui  
bahwa sang sahabat itu memang seperti itu, pelit senyum dan terlalu kaku dalam menjalin 
persahabatan.
Oleh: Sunarto (Aceel Sebastian)
Senyum
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Senyum kadang-kadang diterjemahkan bentuk kera-
mah-tamahan. Sepele memang, senyum memiliki dua 
sisi yang memberi dua makna berbeda. Senyum jualah 
yang membuat suasana cair dan senyum pulalah yang 
membangun keakraban hingga berujung kepada solidi-
tas sebuah tim kerja.
Senyum bisa menjadi sebuah media komunikasi 
hingga respon terhadap sesuatu. Dari senyuman, kita 
bisa menangkap makna yang ingin disampaikan oleh 
seseorang, bahkan dari senyuman pula kita bisa men-
cari tahu kepribadiannya. 
Secara teoretis jenis senyum berbeda-beda dan 
memiliki makna berbeda-beda pula. Ada senyum de-
ngan rahang terbuka, ada senyum dengan wajah buang 
muka, ada senyum dengan bibir tertutup, ada senyum 
walaupun bibirnya tertutup tapi senyumnya tetap lebar, 
ada senyum miring, ada senyum yang dipaksakan, ada 
senyum yang dipaksakan, ada senyum mengejek dan 
berbagai bentuk senyum lain yang sering ditemukan 
dalam pengalaman kesehariaan.
Seorang politisi atau public figure sering 
menunjukkan ekspresi senyuman dengan rahang 
terbuka. Dari bentuk senyuman ini, mereka adalah 
sosok yang positif, baik dari hati maupun pikirannya. 
Meskipun begitu, jika berjumpa dengan orang yang 
berbeda dengannya, ia akan segera memperpendek ja-
rak dengan orang tersebut. Atau ada seorang pria akan 
meleleh dan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi 
perempuan yang tersenyum sembari memalingkan 
wajahnya.
Respons senyuman dengan bibir tertutup 
menunjukkan kalau orang tersebut belum nyaman ngo-
brol dengan lawan bicaranya atau masih tertutup dan 
belum cukup terbuka akan banyak hal.
Senyum dengan bibir tertutup tetapi senyumnya 
tetap lebar sering ditafsirkan sebagai pertanda  sese-
orang tengah menyembunyikan sesuatu yaitu dengan 
memberi respons senyuman lebar dengan bibir tertu-
tup. Seseorang yang sering tersenyum dengan cara ini, 
cenderung tidak suka diganggu untuk urusan privasi-
nya.
Seseorang yang tengah mengalami penurunan 
semangat akan memberi respons dengan senyum mir-
ing. Saat berekspresi dengan senyuman ini, tandanya 
bahwa orang tersebut mudah lelah terhadap sesuatu 
atau sedang ada masalah. Ada lagi senyum yang dipak-
sakan menunjukkan respons senyuman ini menanda-
kan kalau seseorang tengah berpura-pura. Dan karak-
ter orang yang sering senyum terpaksa punya karakter 
cepat tidak puas akan sesuatu dan temperamental.
Senyuman tak selalu menunjukkan bahwa sese-
orang bahagia dan sebaliknya. Lantas mengapa orang 
tersenyum? Senyum dengan ikhlas berarti sebuah 
senyuman tulus dari hati. Kepribadian orang yang 
sering tersenyum dengan ikhlas yaitu mudah bergaul, 
ramah, dan selalu menghargai orang lain.  Ada lagi 
kalau kita menemukan  seseorang suka meremehkan 
sesuatu, ia akan sering berekspresi dengan senyum 
mengejek. Ia juga cenderung suka mencemooh dan 
kurang berempati pada orang lain.
Dengan referensi ini, kita bisa belajar banyak akan 
kepribadian diri sendiri maupun orang lain dilihat dari 
bentuk senyumannya. Apapun tipe kepribadiannya, kita 
harus tetap memancarkan senyum positif pada orang 
di sekeliling kita. 
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